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PEDOMAN TRANSLITERASI 
Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan 
bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. 
No: 158 Tahun 1987 dan No: 0543b/U/1987. Terdapat sejumlah istilah dan 
kosakata yang berasal dari bahasa Arab dengan huruf hijai’yyah ditransliterasi 
kedalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin. 
1. Konsonan 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 
dilihat sebagai berikut: 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 (Tsa S es (dengan titi di atas ث
 Jim J Je ج
 (Ha H ha (dengan titik di bawah ح
 kha’ Kh ka dan ba خ
 Da D De د
 Dzal Z Zet ذ
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
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 Sin S Es س
 Syin Sy es dan ye ش
 (Sad S es (dengan titik di bawah ص
 (Dad D de (dengan titik di bawah ض
 (Ta T te (dengan titi di bawah ط
 (Za Z zet (dengan titik di bawah ظ
  ain ‘ apostrof terbalik‘ ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim N Em م
 Nun N En ن
 Wau W We و
 Ha H Ha ه
 Hamzah ‘ Apostrof ء
 Ya Y Ye ي
Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda 
(‘). 
2. Vokal 
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Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri atas 
vokal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.  
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf latin Nama 
 Fathah A A ا َ
 Kasrah I I ا َ
 Dammah U U ا َ
Contoh: 
ك ْيفَ : kaifa 
 haula :ه ْول
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harakat dan huruf Nama Huruf Nama 
/َ...يَ   Fathah dan alif atau ya a a dan garis di atas ...اَ 
 Kasrah dan ya i i dan garis di atas ئَ 
 Dhammah dan wau u u dan garis di atas و
Contoh: 
اتَ  ق ْيلَ َ  maata : م   : qiila 
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ئَْ م  ْوتَ   ramaa : ر   yamuutu : ي م 
4. Ta Marbutah 
Translitersi untuk ta marbutah ada dua, yaitu ta marbutah yang 
hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhomah. ta marbutah 
harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya [t]. ta marbutah 
harakat sukun, transliterasinya [h]. ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
ta marbutah itu ditransliterasikan dengan [ha]. 
Contoh: 
ْطف لَْ األَ  ةَ  ْوض  ة َ   raudah al-atfal : ر  ْكم   al-hikmah : ا ْلح 
لة َ ا لف اض  ْين ةَ  د    al-madiinah al-faadilah : اْلم 
5. Syaddah (Tasydid) 
()ئَ   dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf 
(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. )ئ( bertasydid di akhir 
sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah)ِئ(, ditransliterasi seperti 
huruf maddah (i). 
Contoh: 
بَّن ا قََّ   rabbanaa :  ر   al-haqq : ا ْلح 
ْينا  najjainaa :  ن جَّ
6. Kata Sandang 
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Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 
huruf ال  (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah 
maupun huruf qomariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 
langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
 Contoh: 
ْمسَ ا ْلشََّ  : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
لةَ  لْز   (al-zalzalah (bukan az-zalzalah : ا ْللز 
7. Hamzah 
 Transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku 
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila 
hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam 
tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
ْونَ  ر   ’al-nau : ا ْلن ْوع َ  ta’muruuna : ت أْم 
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ABSTRAK 
 
NAMA  : HERNAWATI                  
NIM : 10100116030                           
JUDUL SKRIPSI  : IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP HUKUM    
   ISLAM DALAM PRAKTIK SEWA GUNA  
   USAHA (LEASING) 
 
Leasing syariah dalam KUHPerdata memiliki peraturan yang 
menguntungkan kedua belah pihak akan tetapi dalam praktiknya leasing 
seringkali menimbulkan masalah dimana kontrak yang dibuat oleh lessor 
ternyata merugikan pihak lessee.  
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini terkait penerapan 
prinsip hukum Islam dalam praktik sewa guna usaha (leasing). Berdasarkan 
masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui transaksi 
sewa guna usaha (leasing) diatur dalam hukum perdata dan untuk mengetahui 
transaksi sewa guna usaha (leasing) dalam perspektif hukum Islam. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-komparatif dengan 
pendekatan normatif. Pendekatan ini termasuk dalam jenis penelitian studi 
kepustakaan (library research). 
Penelitian ini mendapati bahwa: Transaksi leasing dalam perspektif 
hukum Islam memiliki hukum yang berbeda-beda tergantung dari kontrak baku 
yang dijalankan kedua belah pihak. Yang menjadi perdebatan dikalangan ulama 
adalah karena dalam leasing terdapat konsep kepemilikan multi akad akan tetapi, 
DSN-MUI membolehkan multi akad dengan syarat terhindar dari riba, gharar 
dan maysir. Kunci utama dalam bisnis dan pembiayaan berlabel syariah adalah 
terciptanya hubungan bisnis yang penuh dengan kompromi serta mengandung 
unsur maslahah didalamnya. Syariah tidak terletak pada istilah musyarakah 
ataupun mudharabah saja yang dalam praktiknya justru terkadang bertentangan 
dengan nilai islam itu sendiri. Dalam penerapannya perusahaan leasing yang 
menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam sudah banyak tetapi beberapa 
perusahaan leasing yang berlabelkan syariah ternyata tidak sesuai dengan prinsip 
hukum Islam karena masih sangat berorientasi pada keuntungan semata 
disamping itu pembukaan unit-unit syariah ini hanya untuk memenuhi pangsa 
pasar dimana sekarang masyarakat cenderung mencari perusahaan leasing yang 
berlabelkan syariah. 
Implikasi dari penelitian ini adalah diperlukan adanya kontrak standar 
yang distandarisasi langsung oleh pihak yang mengatur, sehingga perjanjian 
leasing ini tidak lagi menimbulkan penafsiran-penafsiran yang berbeda 
mengenai dasar hukumnya. Kepada perusahaan-perusahaan leasing yang 
memiliki lebel syariah hendaknya konsisten untuk melakukan tanggung jawab 
terhindar dari transaksi-transaksi yang mengandung riba, gharar dan maysir
 
1 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Manusia telah mengenal sistem sewa-menyewa sejak dahulu kala di 
mana orang-orang sumeria pada 5000 tahun sebelum masehi banyak melakukan 
kegiatan ini di dalam aktifitas perekonomiannya. Barang-barang yang disewakan 
pada waktu itu meliputi tanah ladang, lembu, tempat-tempat pertambangan dan 
bahkan juga budak-budak untuk menggali pertambangan tersebut. 1 
T.M. Tom Clark dalam bukunya yang berjudul leasing menyebutkan 
bahwa dengan diciptakannya kereta api maka hal ini merupakan daya dorong 
yang kuat atas berkembangnya leasing secara modern. Dimana pada tahun 1850 
dicatat adanya perusahaan leasing yang pertama menyewakan kereta-kereta. 
Meskipun pada kenyataannya perusahaan tersebut tidak bisa bertahan cukup 
lama namun hal ini memberikan sumbangan serta dampak yang sangat berarti 
kepada perkembangan pengangkutan barang-barang melalui kereta api. Di 
samping hal tersebut peristiwa ini merupakan suatu contoh terhadap sistem 
pembayaran secara cicilan. 2 
Di Amerika serikat, pada tahun 1877 the bell Telephone Company mulai 
memberikan pelayanan penyewaan telepon kepada para langganannya dengan 
melalui pembayaran secara cicilan. Sementara itu di tahun 1952, perusahaan 
leasing di San Fransisco mendatangi perusahaan-perusahaan penghasil barang 
                                                             
1Eddy P. Soekadi, Mekanisme Leasing  (Cet. 2; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), h. 18 
2Eddy P. Soekadi, Mekanisme Leasing  (Cet. 2; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), h. 19 
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untuk menawarkan jasa penjualan secara leasing. Kejadian ini merupakan 
pendorong serta pangkal tolak atas menculnya perusahaan-perusahaan leasing di 
negara-negara lain seperti Inggris, Jerman dan Jepang. Perkembangan leasing 
berikutnya terjadi pada tahun 60-an hingga awal 1970. Pada tahun yang sama di 
Philadelphia juga dirintis transaksi Leasing untuk gerbong kereta api yang 
dilakukan oleh Railoroat Trut dan diikuti oleh The North Central Wagon 
Compeni England.3 
Leasing di Indonesia mulai muncul pertama kali pada tahun 1947 dan 
secara resmi diperbolehkan beroperasi di Indonesia setelah keluarnya Surat 
Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan 
Perdagangan Nomor : Kep. 122/MK/IV/2/1974, Nomor : 32/M/SK/2/74 dan 
Nomor : 30/Kpb/1/74 Tanggal 7 Februari 1974 Tentang Perizinan Usaha 
Leasing di Indonesia kemudian terjadi beberapa kali perubahan regulasi yang 
mengatur tentang leasing khususnya peraturan Menteri Keuangan sampai 
dengan tahun 2009. 4 
Pada awal kemunculan leasing ini tidak menunjukkan suatu 
perkembangan yang berarti. Hingga tahun 1980 jumlah perusahaan leasing yang 
ada hanya sebanyak 5 buah. Setelah itu di tahun 1981 meningkat menjadi 8 buah 
perusahaan. Perkembangan ini mencapai puncaknya pada akhir tahun 1984 
dengan jumlah perusahaan sebanyak 48 buah. Hal yang sangat menggembirakan 
adalah peningkatan ini juga di barengi dengan peningkatan besarnya kontrak 
leasing yaitu sebesar Rp436,10 milyard. Pada tahun 1982, tepatnya  tanggal 2 
                                                             
3Veithzal Rivai dkk, Bank and Financial Institution Management (Jakarta: PT Raja 
Grafindo,2007), h. 1204 
4  Dhanisiwara K Harjono, Pemahaman Hukum Bisnis (Cet. 1; Jakarta; PT Raja 
Grafindo Persada, 2006), h. 3 
3 
 
 
 
juli 1982 telah di bentuk Asosiasi Leasing Indonesia (ALI) yang berkedudukan 
di Jakarta sebagai satu-satunya wadah komunikasi bagi perusahaan-perusahaan 
leasing di Indonesia. 5 
Munculnya lembaga leasing ini merupakan suatu alternatif yang menarik 
bagi para pengusaha karena saat ini memang sulit didapat dana rupiah untuk 
jangka waktu menengah dan panjang. Di samping hal tersebut para pengusaha 
juga memperoleh keuntungan dari adanya peraturan yang berlaku di mana untuk 
kepentingan pajak transaksi leasing diperhitungkan sebagai operating lease 
sehingga lease rental dianggap sebagai biaya yang bisa mengurangi pendapatan 
kena pajak.6 
Akan tetapi, mengenai status lembaga leasing hingga saat ini belum jelas 
yakni ke arah mana lebih condong, apakah kepada jual beli-atau sewa-menyewa. 
Dalam hal ini oleh subekti dikatakan bahwa perjanjian leasing ini tidak lain 
adalah perjanjian sewa-menyewa yang berkembang dikalangan pengusaha.7 
Karena ijarah adalah akad yang mengatur pemanfaatan hak guna tanpa 
terjadi pemindahan kepemilikan, maka banyak orang yang menyamakan ijarah 
ini dengan leasing. Hal ini terjadi karena istilah tersebut sama-sama mengacu 
pada hal-ihwal sewa-menyewa. Karena pada dasarnya, walaupun terdapat 
kesamaan ijarah dengan leasing, tapi ada beberapa karekteristik yang 
membedakannya, yaitu: 
1. Objek 
                                                             
5 Subagyo dkk, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya (Yogyakarta: STIE YKPN, 2002) 
h.223 
6 Eddy P. Soekadi, Mekanisme Leasing  (Cet. 2; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), h. 20 
7 R. Subekti, Aneka Perjanjian (Cet.1; Bandung: Alumni, 1985), h. 55 
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Leasing hanya berlaku untuk sewa-menyewa barang saja, jadi hanya 
manfaat barang yang menjadi objek leasing, sedangkan selain barang seperti jasa 
tidak bisa menjadi objek leasing. Sedangkan objek ijarah lebih luas, dimana 
baik barang maupun jasa dapat menjadi objek ijarah. 
2. Metode Pembayaran 
Dalam leasing, metode pembayaran yang digunakan hanya bersifat not 
contingent to performance atau pembayaran yang tidak tergantung pada kinerja 
objek yang disewa. Jadi biaya sewa yang dibayarkan tidak tergantung pada 
apakah barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan penyewa atau tidak. Berbeda 
dengan ijarah yang metode pembayarannya terbagi menjadi dua yaitu pertama 
yang tergantung pada kinerja objek sewa, kedua pembayaran tergantung pada 
kinerja objek sewa. 
3. Perpindahan Kepemilikan 
Pada leasing dikenal dua istilah yaitu operating lease dan finance lease. 
Dalam operating lease tidak ada perpindahan kepemilikan, sedang finance lease 
ada opsi perpindahan kepemilikan objek sewa diakhir periode. Ijarah sama 
dengan operating lease yang tidak ada perpindahan kepemilikan. Tapi jika 
penyewa ingin memiliki objek sewa, maka di awal akad pemberi sewa dapat 
menjanjikan dengan akad wa’ad untuk memindahkan kepemilikan barang 
tersebut. 
4. Sewa – Beli (Lease – Purchase) 
Sewa – beli adalah varian lain dari leasing, dimana terdapat dua kontrak 
yang berjalan bersamaan yaitu kontrak sewa sekaligus beli. Dalam akad ijarah 
tidak dikenal skema ini. 
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5. Beli dan sewa kembali (sale and lease back) 
Beli dan sewa kembali juga merupakan varian dari leasing, sesuai dengan 
namanya, lessee menjual barang yang sudah dimilikinya kepada lessor, 
kemudian dilakukan suatu kontrak leasing antar lessor dan lessee. Skema ini 
dikenal dalam akad ijarah.8 
 Oleh karena itu, didalam perbankan syariah dikenal dengan ijarah 
muntahiya bittamlik /IMBT (sewa yang diikuti berpindahnya kepemilikan). 
Dimana leasing di Qiaskan dengan ijarah muntahiya bittamlik/IMBT, yang mana 
harga sewa dan harga jual disekapati pada awal perjanjian. Karena itu dalam 
ijarah muntahiya bittamlik/IMBT pihak yang menyewakan berjanji di awal 
periode kepada pihak penyewa, apakah akan menjual barang tersebut atau akan 
mengibahkannya. Dengan demikian ada dua jenis IMBT, yakni:  
a. IMBT dengan janji mengibahkan barang diakhir periode sewa. (IMBT with 
a promiseto hibah). 
b. IMBT dengan janji menjual barang pada akhir periode sewa. (IMBT with a 
promise to sell) 
Dimana dalam prakteknya, produk ini dapat dilaksanakan melalui 
berbagai cara: 
1. Ijarah muntahiya bittamlik melalui hibah (pemindahan hak milik sah tanpa 
imbalan) 
Suatu bentuk sewa dalam hal ini milik sah berpindah kepada lessee tanpa 
ada imbalan, dengan melakukan akad hibah dalam rangka memenuhi janji 
sebelumnya ketika penyelesaian sewa cicilan ijarah. Hak milik sah lalu secara 
                                                             
8 Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Cet. 1; Jakarta: PT Gramedia 
Pustaka Utama, 2013) h. 340 
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otomatis berpindah tanpa perlu melakukan akad baru dan tanpa pembayaran 
tambahan selain dari jumlah yang dibayar oleh lessee di dalam penyelesaian 
cicilan. 
2. Ijarah muntahiya bittamlik melalui perpindahan hak milik sah (penjualan) 
pada akhir sewa melalui suatu imbalan simbolis. Perjanjian mencakup hal-
hal sebagai berikut:9 
a. Akad ijarah yang bisa dilaksanakan setelah sewa dan ijarah ditentukan. Jika 
jangka waktu ijarah habis masanya, maka akad ijarah akan batal. 
b. Suatu janji untuk melakukan akad penjualan yang akan dilakukan pada akhir 
jangka waktu ijarah. Ini bisa dilakukan bila lessee menginginkannya 
demikian dan telah membayar simbolis.  
Di dalam ajaran agama Islam telah memberikan tuntunan didalam 
bermuamalah dimana setiap jenis transaksi tidak boleh memberikan kerugian 
dan memberatkan kepada salah satu pihak tidak boleh ada spekulasi (maysir), 
tidak boleh ada investasi yang dapat menimbulkan kesangsian soal kehalalannya 
(gharar), dan tidak boleh ada riba yang menimbulkan bunga yang dibebankan 
kepada satu pihak. Cara leasing yang di pakai oleh pengusaha Indonesia tentu 
saja menimbulkan suatu pandangan tersendiri dalam hukum Islam. 
Dalam praktiknya leasing seringkali menimbulkan masalah dimana 
kontrak yang dibuat oleh lessor ternyata merugikan pihak lessee belum lagi ada 
beberapa kasus pihak lessor memasukkan klausula baku tanpa sepengetahuan 
pihak lessee. Sehingga perlu penelitian mendalam mengenai transaksi leasing 
                                                             
9 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer (Cet. 1; Jakarta: 
Gema Insani, 2001), h. 103 
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berdasarkan hukum Islam, maka dari itu saya ingin meneliti serta mengkaji 
tentang penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam  praktik sewa guna usaha 
(Leasing). 
B. Fokus penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian 
yang akan dilakukan. Fokus penelitian ini diungkapkan secara eksplisit untuk 
mempermudah peneliti sebelum melakukan observasi. Maka penelitian ini akan 
di fokuskan untuk mengkaji mengenai pandangan hukum Islam tentang sewa 
guna usaha (leasing). 
2. Deskripsi fokus 
Deskripsi fokus ini bertujuan untuk menjabarkan fokus penelitian, maka 
penulis akan memaparkan penjabaran dari fokus penelitian di atas yaitu: 
a. Sewa menyewa dalam hukum Islam dikenal dengan istilah ijarah, ijarah 
adalah pemindahan hak pakai atas barang atau jasa dalam waktu tertentu 
dengan suatu imbalan (upah sewa), yang tidak diikuti oleh pemindahan hak 
milik atas barang yang disewa.10 
b. Praktik sewa guna usaha (leasing) menurut hukum perdata, adalah setiap 
kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang 
modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan, untuk suatu jangka waktu 
tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih 
(hak opsi) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal 
                                                             
10Harun, Fiqh Muamalah (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017) h. 122 
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yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan 
nilai sisa yang telah disepakati bersama. 
c. Tinjauan hukum Islam terkait sewa guna usaha  (leasing), menurut beberapa 
ulama, leasing dapat disamakan hukumnya dengan ijarah, secara garis besar 
ulama membolehkan leasing. Akan tetapi, ada juga ulama yang berpendapat 
bahwa leasing hukumnya haram di karenakan adanya unsur gharar, unsur 
gharar terdapat pada tidak adanya kejelasan perjanjian sebagai bentuk sewa-
menyewa atau transaksi lainnya. Sehingga hukum leasing menjadi bervariatif. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian singkat yang telah dikemukakan, maka masalah 
pokok dalam penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi prinsip-prinsip 
hukum Islam dalam praktik sewa guna usaha (Leasing) ?” untuk mengkaji 
masalah pokok tersebut, maka penulis merumuskan sub-sub masalah yaitu: 
1. Bagaimana transaksi sewa guna usaha(leasing) dalam hukum perdata? 
2. Bagaimana transaksi sewa guna usaha (leasing) dalam perspektif hukum 
Islam? 
D. Kajian Pustaka 
Literatur yang membahas mengenai sewa guna usaha (leasing) banyak di 
tuangkan baik dalam bentuk karya ilmiah oleh para ahli maupun dalam bentuk 
buku, antara lain: 
1. Eddy P. soekadi dalam buku Mekanisme Leasing  tahun 1987 
menjabarkan mengenai sejarah, pengertian dan bagaimana tahap-tahap 
dari perjanjian leasing kemudian dalam buku ini Eddy berusaha 
mengulas lengkap mengenai bentuk serta isi dari perjanjian leasing. 
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Berbeda dengan penelitian ini yang menjabarkan mengenai 
leasingkemudian dikaitkan dengan hukum Islam. Akan tetapi, buku ini 
tidak menjelaskan mengenai izin usaha leasing atau peraturan yang 
mengatur leasing di indonesia. 
2. Achmad Anwari dalam buku Leasing di Indonesia tahun 1987 
menjabarkan mengenai prosedur mekanisme leasing, perizinan usaha 
leasing serta manfaat dari leasing itu sendiri kemudian juga membahas 
mengenai peraturan yang di keluarkan oleh menteri. Berbeda dengan 
penelitian ini yang menjelaskan leasing dalam perspektif hukum Islam. 
Akan tetapi, buku ini tidak menjelaskan mengenai  upaya hukum yang 
dapat dilakukan apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak dalam 
perjanjian leasing. 
3. Adiwarman A. Karim dalam buku Ekonomi Islam Suatu Kajian 
Kontemporertahun 2001 menjabarkan mengenai fenomena perekonomian 
modern dengan menggunakan analisi ekonomi syariah, dalam buku ini 
berusaha mengaitkan antara perekonomian modern dan sejarah ekonomi 
syariah di masa silam serta relevansinya pada zaman sekarang, salah 
satunya adalahmengenai leasing syariah atau yang biasa di sebut ijarah 
muntahiya bittamlik/IMBT yang merupakan produk finansial dari 
perbankan syariah. Berbeda dengan penelitian ini yang bukan hanya 
menjelaskan tentang hal-hal dasar tentang ijarah. Akan tetapi, juga 
menjelaskan mengenai apabila ijarah dikaitkan dengan leasing. Akan 
tetapi, buku ini tidak menjelaskan mengenai leasing dalam hukum 
perdata 
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4. Sutan Remy Sjahdeini dalam buku Perbankan Syariah Produk-produk 
dan Aspek-aspek Hukumnyatahun 2015 menjabarkan mengenai hampir 
semua produk perbankan syariah yang kita kenal saat ini, dalam buku ini 
juga menjelaskan mengenai prinsip-prinsip syariah, fatwa-fatwa DSN-
MUI dan Peraturan Bank Indonesia. Berbeda dengan penelitian ini yang 
bukan hanya menjelaskan tentang ijarah tetapi, juga mengulas lengkap 
tentang leasing kemudian kaitannya dengan ijarah. Akan tetapi, buku ini 
tidak menjelaskan mengenai konsep ekonomi pada masa Rasulullah 
SAW. 
5. Novi eka susanti dalam skripsi Konsep Perjanjian Leasing Dalam 
Hukum Islamtahun 2010menjelaskan mengenai kedudukan leasing dalam 
pandangan hukum Islam karena leasing merupakan alternatif baru dalam 
ekonomi Islam, dalam penelitian novi eka susanti yang dijelaskan 
merupakan konsep dari perjanjian leasing dalam hukum Islam berbeda 
dengan penelitian ini menjelaskan mengenai penerapan transaksi leasing 
berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Akan tetapi, skripsi ini tidak 
menjelaskan mengenai konsep riba secara jelas. 
6. Andi Muh. Arham S dalam skripsi Pelaksanaan Ijarah (leasing) Menurut 
Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus di BMT Al-Rasyidin Kota 
Makassar) tahun 2017 menjelaskan mengenai penerapan teori bisnis 
tazkiyah (kesucian) pada akad Ijarahdi BMT Al-Rasyidin sesuai dengan 
pandangan sistem ekonomi Islam, sedangkan penelitian ini menjelaskan 
mengenai penerapan praktik leasing berdasarkan prinsip hukum Islam. 
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Akan tetapi, skripsi ini tidak menjelaskan mengenai sejarah leasing di 
Indonesia Maupun di negara-negara lain. 
7. Ingga Palesa dalam skripsi Analisis Terhadap Pelaksanaan Leasing 
dengan Sistem Operating Lease (Studi Kasus PT. Tri Citra Perdana) 
tahun 2019 menjelaskan mengenai pengertian, jenis-jenis serta putusnya 
perjanjian leasing, dalam penelitian Ingga juga di jelaskan leasing 
dengan sistem operating lease, sedangkan penelitian ini juga menjelaskan 
mengenai operating lease akan tetapi lebih luas berbeda dengan 
penelitian ingga pembahasan mengenai operating lease lebih berfokus 
kepada PT. Tri Citra Perdana. Akan tetapi, skripsi ini tidak menjelaskan 
mengenai perpajakan dalam transaksi leasing. 
8. Choirul Thorik dalam skripsi Konsep Perjanjian Leasing dalam Hukum 
Perdata dan Kedudukan Leasing dalam Hukum Islam tahun 2019 
menjelaskan mengenai konsep perjanjian leasing dalam hukum perdata 
dan kedudukan leasing dalam hukum Islam, dalam penelitian ini juga 
membahas mengenai leasing dalam hukum perdata akan tetapi lebih ke 
praktik leasing kemudian di kaitkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam 
berbeda dengan penelitian dari choirul yang hanya menjelaskan 
mengenai konsep leasing dalam hukum perdata. Akan tetapi, skripsi ini 
tidak menjelaskan mengenai fatwa-fatwa DSN-MUI yang berkaitan 
dengan leasing, 
9. Taufik Effendy dalam jurnal Mekanisme Pemanfaatan Leasing dalam 
Praktiknyatahun 2015 menjelaskan mengenai usaha yang hampir 
menyerupai leasing seperti sewa-beli, sewa-menyewa, dan kredit tetapi 
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pada kenyataannya usaha ini berbeda dalam penerapakan dan 
mekanismenya, tapi banyak dari kalangan masyarakat yang masih 
menganggap usaha tersebut sama dengan leasing, maka inilah yang ingin 
dijelaskan dalam jurnal ini perbedaan leasing dengan usaha-usaha yang 
menyerupainya agar masyarakat tidak lagi keliru, sementara dalam 
penelitian ini mengkhususkan membahas mengenai penerapan leasing 
melalui prinsip-prinsip hukum Islam. Akan tetapi dalam jurnal ini tidak 
menjelaskan mengenai kekurangan dari leasing itu sendiri. 
10. Muhammad Izuddin Zakki dalam jurnal Transaksi leasing di Indonesia 
dalam Perspektif Hukum Islam tahun 2013 menjelaskan mengenai 
pengertian, jenis-jenis leasing yang umumnya di gunakan di negara 
indonesia dan penerapannya apabila di kaitkan dengan hukum Islam, 
sementara dalam penelitian ini membahas mengenai penerapan prinsip-
prinsip hukum Islam dalam transaksi leasing. Akan tetapi jurnal ini tidak 
menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan leasing. 
E. Metodologi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian adalah studi kepustakaan (library research). Dalam hal 
ini, yaitu penelitian hukum normatif. 
2. Pendekatan Penelitian 
Dalam rangka menemukan jawaban terhadap penelitian, maka peneliti 
menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan metode deskriptif-
komparatif. Metode deskriptif menurut Nazir adalah suatu metode dalam 
meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem 
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pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. 11  Tujuan dari 
penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan 
secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 
hubungan antar fenomena yang diteliti. Metode deskriptif dalam penelitian ini 
bertujuan untuk menggambarkan cakupan perundang-undangan di Indonesia dan 
hukum Islam dalam hal leasing. Sedangkan metode komparatif adalah suatu 
penelitian yang bersifat membandingkan. Metode komparatif dalam penelitian 
ini bertujuan untuk membandingkan isi hukum positif dan hukum Islam perihal 
leasing. 
3. Sumber Data 
Untuk memperoleh semua informasi yang maksimal terkait dengan 
permasalahan yang diteliti maka peneliti menggunakan beberapa sumber data, 
sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi; bahan hukum primer, bahan 
hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer dalam 
penelitian ini adalah KUHPerdata danperpres No. 9 Tahun 2009. Bahan hukum 
sekunder dari penelitian ini berupa data yang diperoleh dari literatur pendukung 
berupa buku-buku, jurnal ilmiah. Sedangkan bahan hukum tersier dalam 
penelitian ini berupa data yang ada di luar materi hukum. Misalnya ekonomi. 
4. Metode Pengumpulan Data  
Dalam proses penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari berbagai 
literatur yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Literatur yang 
dimaksudkan berupa buku (cetak maupun elektronik) serta artikel yang 
diperoleh melalui media internet, undang-undang dan kontrak. 
                                                             
11Moh. Nazir, Metode Penelitian (Cet. 1; Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 63  
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5. Instrumen Penelitian 
Adapun alat-alat yang menjadi pendukung penelitian ini adalah: 
a. Buku catatan, yang digunakan penulis sebagai media untuk mencatat literatur 
yang berkaitan dengan penelitian. 
b. Alat tulis, sebagai media tulis yang digunakan oleh penulis untuk 
menulis/menyalin beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian. 
c. Notebook, yang merupakan instrumen penting dalam penelitian ini, 
mengingat kegunaannya yang multifungsi. Notebook digunakan oleh penulis 
sebagai media untuk mengolah analisis data penelitian. 
6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Data primer maupun sekunder yang telah terkumpul selanjutnya diseleksi 
dan direduksi relevansinya melalui analisa kualitatif, sehingga hasilnya dapat 
disajikan secara deskriptif. 
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan di atas maka yang menjadi tujuan pokok dari  
penelitian ini adalah “untuk mengetahui implementasi prinsip-prinsip hukum 
Islam dalam praktik sewa guna usaha (leasing)” dari tujuan pokok tersebut 
peneliti merumuskan tujuan penelitian ini, yaitu: 
a. Untuk mengetahui transaksi sewa guna usaha (leasing) diatur dalam hukum 
perdata 
b. Untuk mengetahui transaksi sewa guna usaha (leasing) dalam perspektif 
hukum Islam. 
2. Kegunaan Penelitian  
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Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, antara lain: 
a. Menambah wawasan penulis dalam masalah leasing khususnya dalam hukum 
Islam 
b. Diharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat berguna bagi kalangan 
akademis, praktisi hukum dan masyarakat khususnya mengenai leasing. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANG IJARAH 
A. Pengertian Ijarah 
Kata ijarah berasal dari kata al-‘Ajr yang berarti kompensasi, substitusi, 
pertimbangan, imbalan atau counter value (al-‘iwad). Ijarah berarti lease 
contract dan juga berarti hire contract. 12  Secara terminologi, ada beberapa 
definisi al-ijarah yang dikemukakan para ulama fiqh. Ulama Hanafiyah 
mendefinisikannya dengan transaksi suatu manfaat dengan imbalan. Syafi’iyah 
menjelaskan ijarah adalah akad atas suatu manfaat tertentu, bersifat mubah dan 
boleh dimanfaatkan dengan kompensasi atau imbalan tertentu. Malikiyah 
mengatakan, ijarah adalah perpindahan kepemilikan manfaat sesuatu yang 
dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu kompensasi tertentu.  
Definisi ijarah menurut fatwa DSN-MUI adalah akad pemindahan hak 
guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui 
pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan 
barang itu sendiri.13 
Menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, ijarah adalah sewa 
barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Ijarahdapat juga 
diartikan dengan lease contract dan juga hire contract. Karena itu, ijarah dalam 
konteks perbankan syariah adalah suatu lease contract. Lease contract adalah 
                                                             
12 Sutan Remy Sjahdeine, Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek 
Hukumya, (Cet 1; Jakarta: Kencana, 2014) h. 263 
13 Fatwa DSN-MUI No.09 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Ijarah 
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suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan (equipment), baik dalam bentuk 
sebuah bangunan maupun barang-barang seperti mesin, pesawat terbang dan 
lain-lain.14 
Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka akad ijarah bisa diartikan 
sebagai akad pemindahan hak pakai atas barang atau jasa dalam waktu tertentu 
dengan suatu imbalan (upah sewa), yang tidak diikuti oleh pemindahan hak 
milik atas barang yang disewa. Substansi akad ijarah terletak pada pengambilan 
manfaat atas barang atau jasa yang diimbangi dengan upah dalam waktu 
tertentu.15 
B. Dasar Hukum Ijarah  
1. Al-Qur’an 
Terdapat beberapa surat didalam Al-Qur’an yang menjelaskan tentang 
hukum ijarah yaitu: 
Firman Allah SWT. sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah/2:233 
ْمتُْم ْيُكْم اِذَا َسل  نَاَح َعلَ جُ ََل فَ ا اَْوََلدَُكْم ٓ  َواِْن اََرْدتُّْم اَْن تَْستَْرِضعُوْ 
ا َ وَ  ٓ  ٰاتَْيتُْم بِاْلَمْعُرْوفِ  ٓ  م  َ بَِما تَ ا اَن  ٓ  وْ اْعَلمُ َوات قُوا ّٰللاه ْعَملُْوَن  ّٰللاه
 بَِصْير  
Terjemahannya: 
Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak 
ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. 
Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat 
apa yang kamu kerjakan.16 
                                                             
14 Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah (Jakarta: Prenadamedia Group. 2012) h. 245 
15Harun, Fiqh Muamalah (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017) h. 122 
16Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 37 
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Dari ayat tersebut ditunjukkan kebolehan seseorang menyewa jasa orang 
lain untuk menyusui anaknya, dengan syarat membayar upah secara layak. 
Ungkapan ini menujukkan adanya jasa orang lain yang diberikan, dan adanya 
kewajiban membayar yang patut atas jasa yang diterima. 
Allah berfirman dalam QS. Al-Qasas/28: 26 
 
ْ ٓ  اَبَِت اْستَأِْجْرهُ ٓ  قَالَْت اِْحٰدىُهَما يٰ  َجْرَت اْلقَِويُّ اِن  َخْيَر َمِن اْستَأ  اَْلَِمْينُ 
 
Terjemahnya : 
salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia 
sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang 
paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang 
kuat lagi dapat dipercaya.17 
 
Ayat ini merujuk pada keabsahan kontrak ijarah. Ayat ini berkisah 
tentang perjalanan Nabi Musa AS, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa 
AS diisti’jar (disewa tenaganya/jasa) guna mengembalakan domba. Ayat 
berikutnya bercerita tentang bagaimana Nabi Musa harus bekerja dan sistem 
pengupahan yang diterima cerita ini menggambarkan proses penyewaan jasa 
seseorang dan bagaimana pembayaran upah itu dilakukan. Cerita ini dapat 
dijadikan landasan hukum, yang dalam ushul fiqih sebagai syar’u man qablana 
sepanjang tidak di-mansukh (dihapus). 
Ijma’ sahabat telah sepakat atas kebolehan akad ijarah, hal ini didasari 
pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti halnya kebutuhan 
barang. Ketika akad jual beli diperbolehkan, maka terdapat suatu kewajiban 
                                                             
17Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 390 
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untuk amembolehkan akad ijarah atas manfaat atau jasa. Hakikat ijarah sama 
dengan jual beli, namun dengan objek manfaat atau jasa.  
2. Hadist 
a. Hadist dari Ibnu Abbas: 
 
ْيِه  هللااُ َعلَ  َصل  الن بِيُّ  تََجمَ َعِن اْبِن َعب اٍس َرِضَي هللااُ َعْنُهَما قَاَل: ِاحْ 
اَم أَْجَرهُ  َو َسل َم وَ   أَْعَطى اْلُحج 
 
Terjemahannya: 
 
Dari Ibnu Abbas r.a. Nabi saw berbekam dan beliau memberikan kepada 
tukang bekam itu upahnya. (HR. Al-Bukhari). 
b. Hadist dari Abu Hurairah dan Abu An-Nasa’i: 
 
 ةُ اُْعُطْوا األَِجْيَر أَْجَرهُ قَْبَل اَْن يَُجف  َعَرقَ 
 
Terjemahannya: 
Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum 
kering keringat-keringat mereka.  
c. Ijma’ 
Umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa ijarah dibolehkan 
sebab bermanfaat bagi manusia. 18  Selain bermanfaat bagi sesama manusia 
sebagian masyarakat sangat membutuhkan akad ini, karena termasuk salah satu 
                                                             
18Syafe’i Rahmat, Fiqih Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004) h. 124 
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akad tolong menolong. Tentang disyariatkan sewa-menyewa, semua kalangan 
sepakat dan hampir semua ulama’ mengamininya.19 
Ijarah merupakan bentuk muamalah yang dibutuhkan manusia, karena itu 
syariat Islam melegalisasi keberadaannya. Konsep ijarah merupakan manifestasi 
keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan 
manusia20 
C. Rukun dan Syarat Ijarah 
Mengenai rukun dan syarat ijarah menurut fatwa DSN-MUI adalah: 
1. Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah 
pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain. 
2. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa/pemberi 
jasa, dan penyewa/pengguna jasa 
3. Objek akad Ijarah, yaitu: 
a. Manfaat barang dan sewa atau 
b. Manfaat jasa dan upah21 
Kemudian ada beberapa  ketentuan objek ijarah menurut fatwa DSN-
MUI yaitu: 
1. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa 
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam 
kontrak 
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak 
diharamkan). 
                                                             
19Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah (Jakarta: Darul Fath, 2004) h.204 
20 Rozalinda, Fiqih Ekonomi Syariah (Depok: PT Raja Grafindo, 2012) h. 131 
21 Fatwa DSN-MUI No.09 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Ijarah 
21 
 
 
 
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah 
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk 
menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan 
sengketa 
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka 
waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik 
7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah 
kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan 
harga (tsaman) dalam jual-beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam 
ijarah 
8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis 
yang sama dengan objek kontrak. 
9. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat 
diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak 
D. Jenis-jenis Ijarah 
Bergantung pada objek perjanjiannya, ijarah dapat dibagi ke dalam dua 
jenis ijarah, yaitu: 
1. Ijarah ‘Amal 
Ijarah ‘amal digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan 
membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa disebut mustajir dan 
pekerja disebut ajir, dan upah yang dibayarkan kepada ajir disebut ujrah. 
Bahasa Inggris dari ujrah adalah fee. ABC Islamic Bank mempekerjakan 
Mustafa Mansur sebagai product manager dengan gaji Rp7.000.000. dengan 
kata lain, dalam perjanjian ijarah tersebut Mustafa Mansur adalah ajir dan gaji 
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sebesar Rp7.000.000 adalah ujrah. Dengan demikian, pada ijarah ‘amal yang 
menjadi objek perjanjian sewa-menyewa adalah jasa. 
2. Ijarah ‘Ain 
Ijarah ‘ain adalah jenis ijarah yang terkait dengan penyewaan aset 
dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset itu tanpa harus memindahkan 
kepemilikan dari aset itu. Dengan kata lain, yang dipindahkan hanya usufruct 
atau dalam bahasa Arab disebut manfaah. Ijarah ‘ain di dalam bahasa Inggris 
tidak lain adalah term leasing. Dalam hal ini, pemberi sewa disebut mujir dan 
penyewa adalah mustajir dan harga untuk memperoleh manfaah tersebut disebut 
ujrah. Dalam perjanjian ijarah ‘ain, tidak terdapat klausul yang memberikan 
pilihan kepada penyewa untuk membeli aset tersebut selama masa sewanya atau 
di akhir masa sewanya. Pada ijarah ‘ain yang menjadi objek perjanjian sewa-
menyewa adalah barang.22 
Selain jenis-jenis ijarah diatas, penulis menambahkan beberapa jenis 
ijarah lainnya yaitu: 
1. Ijarah Wa ‘Iqtina 
Ijarah wa ‘iqtina atau yang dikenal di Indonesia dengan istilah ijarah 
muntahiya bittamlik, ijarah wa ‘iqtina adalah perjanjian antara pemberi sewa 
dan penyewa bahwa di akhir masa perjanjian sewa, barang yang disewakan 
tersebut beralih menjadi milik penyewa dengan ketentuan penyewa harus 
membayar harga beli atas barang tersebut. Seperti halnya pada perjanjian sewa-
beli atau hire-purchase yang dikenal dalam sistem keuangan konvensional, 
                                                             
22Sutan Remy Sjahdeine, Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek 
Hukumya, (Cet 1; Jakarta: Kencana, 2014) h. 274 
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demikian juga dimungkinkan menurut prinsip syariah untuk menentukan dalam 
perjanjian ijarah bahwa sewa yang dibayar secara periodik oleh penyewa 
diperhitungkan sebagai cicilan harga pembelian dan selama harga tersebut belum 
seluruhnya dibayar oleh penyewa, maka status hukum dari kepemilikan barang 
tersebut tidak beralih dan tetap berada di tangan pemberi sewa. 
Pada akhir masa perjanjian ijarah wa iqtina, kepemilikan atas barang 
tersebut dapat beralih pada penyewa apabila penyewa yang bersangkutan 
menggunakan hak opsinya untuk membeli barang itu. Namun apabila penyewa 
tidak menggunakan hak opsinya, maka kepemilikan barang itu tetap berada di 
tangan yang menyewakan. Namun dalam praktiknya, biasanya sejak awal 
penyewa sudah mengikatkan diri untuk membeli barang tersebut atau yang 
menyewakan menghibahkan kepada penyewa. Hal tersebut tergantung pada 
perhitungan besarnya jumlah angsuran yang dibayarkan. Hal ini juga di dasarkan 
pada Fatwa DSN-MUI tentang ijarah muntahiya bittamlik, yang antara lain 
menyatakan: 
a. Perjanjian untuk melakukan akad al-ijarah al-muntahiya bi al-tamlik harus 
disepakati ketika akad ijarah ditanda tangani, dan 
b. Pihak yang melakukan ijarah al-muntahiya bi al-tamlik harus melaksanakan 
akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual-
beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai.23 
2. Ijarah Musyarakah Muntanaqisah  
Ijarah musyarakah muntanaqisah atau yang biasa dikenal ijarah 
musyarakah muntanaqisah. Produk ini memungkinkan nasabah bank memiliki 
                                                             
23Fatwa DSN-MUI No.27 Tahun 2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik 
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suatu aset dengan cara mencicil. Metodenya sama dengan diminising 
musyarakah. 
Dalam hal ini yang terjadi adalah bahwa nasabah memerlukan jasa ijarah 
musyarakah muntanaqisah tersebut karena nasabah hanya memiliki sebagian 
dari dana yang diperlukan untuk membeli aset tersebut. Untuk menutupi 
kekurangannya, nasabah mengharapkan bank menyediakan sisa dana untuk 
mencukupi seluruh dana yang diperlukannya untuk membeli aset itu. Caranya 
adalah dengan membuat perjanjian musyarakah dengan bank. 
Di bawah konsep ini, bank dan nasabah membuat suatu joint fund untuk 
membeli aset tersebut. Dengan bersama-sama membeli aset tersebut, maka aset 
tersebut dimiliki bersama oleh bank dan nasabah. Selanjutnya aset tersebut 
disewakan kepada nasabah dengan harga sewa yang telah diperjanjikan 
sebelumnya. 
Oleh karena nasabah bermaksud untuk memiliki aset itu pada akhir masa 
sewanya, maka nasabah tidak mengambil bagian dari nilai sewa (nilai sewa yang 
dibayar oleh nasabah kepada musyarakah tersebut tidak dipotong sebesar yang 
menjadi bagiannya) tetapi seluruh nilai sewa diserahkan kepada bank. Bagian 
nasabah yang diserahkan kepada bank dimaksudkan sebagai kontribusi nasabah 
untuk menebus harga aset itu. 
Bagian dari nasabah itu mengurangkan bagian kepemilikan bank pada 
aset tersebut. Oleh karena itu, makin besar cicilan dana yang dibayar nasabah 
kepada bank, maka berarti makin besar pula modal yang diserahkan oleh 
nasabah untuk menebus kepemilikan bank dalam aset tersebut. Dengan 
demikian, kepemilikan bank pada aset tersebut makin lama makin kecil dan 
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kepemilikan nasabah makin lama makin besar. Pada akhirnya bank tidak lagi 
memiliki bagian dalam nilai aset itu dan dengan demikian aset tersebut 
sepenuhnya menjadi milik nasabah. Metode ini sangat cocok untuk keperluan 
pembiayaan pembelian rumah dan untuk digunakan sebagai alternatif cara 
mengganti kredit pembelian rumah yang diberikan secara konvensional. 
3. Ijarah Multijasa 
Ijarah multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada 
nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa, misalnya jasa berupa 
pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan.24 
E. Berakhirnya Akad Ijarah  
1. Periode akad sudah selesai sesuai perjanjian, namun kontrak masih dapat 
berlaku walaupun dalam perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan, 
misalnya keterlambatan masa panen jika menyewakan lahan untuk 
pertanian, maka dimungkinkan berakhirnya akad setelah panen selesai. 
2. Periode akad belum selesai tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat 
menghentikan akad ijarah  
3. Terjadi kerusakan aset 
4. Penyewa tidak dapat membayar sewa 
5. Salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk 
meneruskan akad karena memberatkannya. Kalau ahli waris merasa tidak 
masalah maka akad tetap berlangsung. Kecuali akadnya adalah upah 
                                                             
24Sutan Remy Sjahdeine, Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek 
Hukumya, (Cet 1; Jakarta: Kencana, 2014) h. 276 
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menyusui maka bila sang bayi atau yang menyusui meninggal maka 
akadnya menjadi batal.25 
F. Prinsip-prinsip Hukum Islam dalam Praktik Sewa Guna Usaha 
(Leasing) 
Hukum Islam atau syariah yang mengatur mengenai interaksi manusia 
disebut fiqh al-mu’amalah. Antara lain, fiqh al-mu’amalah mengatur mengenai 
transaksi-transaksi keuangan, transaksi-transaksi keuangan yang dilaksanakan 
berdasarkan aturan-aturan syariah tidak hanya berupa transaksi-transaksi 
perbankan sebagaimana yang dikenal dalam perbankan konvensional, tetapi juga 
transaksi yang biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga non bank, seperti 
multifinance company, yang berupa transaksi leasing, hire purchase, juga berupa 
financial market, pasar modal, asuransi, dan transaksi-transaksi keuangan 
lainnya. 
Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) PBI No. 10/16/PBI/2008 
tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan 
Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah26 adalah sebagai berikut:  
1. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan (‘adl wa tawazun) 
Kata adil berasal dari bahasa Arab “al-adl” yang secara etimologis 
berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamaratakan yang satu 
dengan yang lain (al-msawah). Menurut Rohi Baalbaki, kata “al-adl” 
                                                             
25Dadan Ramdhani, dkk., Ekonomi Islam Akuntansi dan Perbankan Syariah (Filosofi 
dan Praktis di Indonesia dan Dunia)(Cet.1; Jawa Tengah: CV. Markumi, 2019) h. 302 
26  PBI No. 10 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan 
Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah 
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diterjemahkan kedalam bahasa Inggris berarti justice, equaitability, 
equitableness, impartiality, atau unbiasedness. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keadilan berarti sifat 
(perbuatan, perlakuan dsb) yang adil. Adil sendiri berarti: sama berat, tidak berat 
sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada 
kebenaran sepatutnya, atau tidak sewenang-wenang. Dalam bahasa Inggris 
justica berasal dari perkataan justicia yang kata asalnya ius atau jus. Perkataan 
jus berarti hukum atau hak. Dengan demikian salah satu pengertian justice 
adalah hukum (law).27 
Keadilan merupakan konsep universal yang secara khusus berarti 
menempatkan sesuatu pada posisi dan porsinya. Kata adil dalam hal ini 
bermakna tidak berbuat zalim kepada sesama manusia, bukan berarti sama rata 
sama rasa.28 Dengan kata lain, maksud adil di sini adalah menempatkan sesuatu 
pada tempatnya (wadh’u al-sya-i’ ‘ala makanih) walaupun, sebenarnya konsep 
adil bukan monopoli ekonomi islam. Kapitalisme dan sosialisme juga memiliki 
konsep adil. Bila kapitalisme mendefinisikan adil sebagai yang anda dapat 
upayakan (you get what you deserved), dan sosialisme mendefinisikan sebagai 
sama rasa sama rata maka Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi 
tidak pula dizalimi (la tazhlimun wala tuzhlamun).29 
                                                             
27 Popon Srisusilawati dan Nanik Epriadi, Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad 
Mudrabah di Lembaga Kuangan Syariah,  Jurnal Law and Justice 2,  No. 1 (2017):  h. 14 
28 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer (Cet. 1; Jakarta: 
Gema Insani, 2001), h. 176 
29Salim Segaf al-jufri dkk, Penerapan Syariat Islam di Indonesia (Cet 1; Jakarta: Global 
Media, 2004) h.86 
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Dalam konsep kapitalisme, jika seseorang memperlakukan orang lain 
sesuai dengan upaya dan jerih payahnya maka perlakuan itu disebut adil. 
Keadilan terletak pada sejauh mana dan seberapa banyak orang itu berusaha 
untuk mendapatkan sesuatu, kekayaan merupakan cerminan hasil usaha orang 
kaya sebaliknya kemiskinan juga merupakan cerminan hasil upaya orang miskin 
maka, dalam konsep kapitalisme bukan menjadi kepentingan orang kaya untuk 
memperhatikan orang miskin dan sesamanya dan bukan hak orang miskin untuk 
meminta perhatian orang kaya. Sebaliknya, dalam konsep sosialis kakayaan 
adalah hak semua orang dan tidak seorangpun mempunyai hak lebih besar 
daripada orang lain. Adapun dalam konsep Islam, si kaya berhak menjadi kaya 
karena usahanya, selama tidak menzalimi orang lain di samping itu, terdapat hak 
orang lain dalam jerih payah seseorang sehingga jika orang itu tidak 
mengeluarkannya, maka ia disebut tidak adil. 
Dalam hal ini, pemerataan kekayaan sehingga tidak terjadi kesenjangan 
antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin harus dilakukan dalam rangka 
menjunjung nilai keadilan di bidang ekonomi, konsep ini sejalan dengan sistem 
ekonomi pancasila terutama sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
indonesia Islam telah mengajarkan bagaimana cara mengurangi kesenjangan itu 
melalui konsep zakat, infak, sedeqah, wakaf, dan sebagainya, karena itu, sikap 
adil akan mendekatkan pada nilai ketakwaan.30 
 
 
 
                                                             
30Idri, Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Persfektif Hadis Nabi (Cet 3; Jakarta: Kencana, 
2017) h.30 
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Firman Allah SWT. sebagaimana dalam QS. Al-Maidah/5:8 
اِمْينَ  اَيَُّهآ  يٰ  ِ  ال ِذْيَن ٰاَمنُْوا ُكْونُْوا قَو  ََل َء بِاْلِقْسِط  وَ  ُشَهدَا  لِِله
ت ْقٰوى  ُهَو اَْقَرُب ِلل ْعِدلُْواۗ ا ۗاِ يَْجِرَمن ُكْم َشنَٰاُن قَْوٍم َعٰل ى اََل  تَْعِدلُوْ 
 َ َ َخِبْير  ٓ  َوات قُوا ّٰللاه  لُْونَ بَِما تَْعمَ  ٓ  اِن  ّٰللاه
Terjemahnnya:  
Hai orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang 
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. 
Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong 
kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karen adil itu lebih dekat 
kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan.31 
Islam menyeru umat manusia untuk selalu konsisten dengan keadilan, 
baik dengan penguasa maupun dengan musuh. Maka, merupakan tindakan yang 
tidak benar kalau kebencian mengakibatkan perlakuan tidak adil hal ini 
diterapkan pada hubungan antar instuisi atau negara. Bersikap adil terhadap 
musuh di terangkan oleh al-qur’an secara sangat jelas, sebagai sikap 
mendekatkan diri kepada takwa. Dan kalau setiap agama mempunyai ciri khas 
tersendiri, maka ciri khas Islam adalah konsep tauhid dan keadilan. 
Dan bertakwalah kepada Allah SWT dengan mengerjakan perintah-Nya 
dan meninggalkan larangan-Nya sungguh Allah SWT Maha teliti, Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan baik yang kamu lahirkan maupun yang 
kamu sembunyikan pada ayat ini Allah SWT menjanjikan pahala bagi orang-
orang yang beriman dan beramal saleh. Allah SWT telah menjanjikan kepada 
orang-orang yang beriman dengan ucapan yang sesuai dengan isi hati mereka 
                                                             
31Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 108 
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dan membuktikannya dengan bermal saleh bahwa mereka akan mendapat 
ampunan dosa-dosa mereka dan pahala yang besar berupa surga. 
Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian 
dengan meniadakan kesenjangan antara pemilik modal (orang kaya) dengan 
pihak yang membutuhkan (orang miskin), walaupun tentunya Islam tidak 
menganjurkan kesamaan ekonomi dan mengakui adanya ketidaksamaan 
ekonomi antar orang-perorangan.32 
2. Prinsip Kebaikan (Maslahah) 
Hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang 
berdimensi integral duniawi dan ukhrawi material dan spritual, serta individual 
dan sosial. Aktivitas ekonomi dipandang memenuhi maslahat jika memenuhi 
dua unsur, yakni ketaatan (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan 
(thayyib) bagi semua aspek secara integral. Dengan demikian, aktivitas tersebut 
dipastikan tidak akan menimbulkan mudarat. 
. Dalam ekonomi syariah prinsip kebaikan menjadi sangat penting karena 
bisnis dalam Islam tidak hanya berorientasi kapada keuntungan semata yang 
sesungguhnya merupakan lebih kepada aspek dunia, tetapi juga aspek ibadah. 
Oleh karena itu, Islam mengajarkan bahwa berbisnis harus dilandasi dengan niat 
saling menebar kebaikan kepada sesama, baik sesama mitra bisnis maupun 
kepada orang sekitar kita. Apalagi Islam mengajarkan, bahwa sebaik-baiknya 
manusia adalah manusia yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain.33 
                                                             
32 Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar (Cet 1; Yogyakarta: 
Ekonisia, 2002) h. 107 
33Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Cet 1; Jakarta: Prenadamedia 
Group, 2018) h. 6 
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3. Prinsip Universalisme (Alamiyah) 
Alamiyah adalah sesuatu yang dapat dilakukan dan diterima oleh semua 
pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, 
sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (rahmatan lil alamin)34.  
4. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran 
Prinsip ini adalah sendi akhlak yang mulia yang tercermin dalam kejujuran 
adalah satu nilai etika yang mendasar dalam hukum Islam khususnya dalam 
ekonomi syariah, hal tersebut tercermin dalam35: 
a. Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang 
a. Definisi Riba 
Secara etimologis (bahasa), riba berarti tambahan (ziyadat) atau berarti 
tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah syara’ adalah akad yang terjadi 
dengan penukaran tertentu tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan 
syara’ atau terlambat menerimanya.36 
Adapun riba menurut beberapa mazhab yang ditemukan beberapa 
ungkapan yang berbeda dari masing-masing mazhab utama yaitu:37 
1) Al-Hanafiyah 
 
ٍ َمْشُروٍط أِلَحِد اْلُمعَاَوَضةِ   فْضل  َخاٍل َعْن ِعَوٍض بِِمْعيَاِر َشرِعي 
                                                             
34 Sutan Remy Sjahdeine, Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek 
Hukumya, (Cet 1; Jakarta: Kencana, 2014) h. 130 
 
35Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Cet 1; Jakarta: Prenadamedia 
Group, 2018) h.7 
36Faozan Amar, Ekonomi Islam Suatu Pengantar (Cet.1; Jakarta Selatan: Uhamka Press, 
2016), h.59 
37Ahmad sarwat, Kiat-kiat Syar’i Hindari Riba (Cet. 1; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih 
Publishing, 2019), h.11 
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Kelebihan yang bukan termasuk penggantian dengan ketentuan syar’i 
yang disyaratkan atas salah satu pihak dalam masalah mu’awadhah. 
2) Al-Malikiyah 
Dalam pandangan mazhab Al-Malikiyah, riba itu didefinisikan sebagai  
 
بَا َعلَى ِحدَةٍ   ُكل نُْوعٍ ِمْن أَْنَواعِ اْلر ِ
Semua jenis dari jenis-jenis riba 
3) Asy-Syafi’iyah 
Dalam pandangan mazhab Asy-syafi’iyah, riba didefinisikan sebagai: 
 
َمْخُصوٍص َغْيِر َمْعلُوٍم اْلت َماثُِل فِى ِمْعيَاِر  َعْقد  َعلَى ِعَواٍض 
 أَْو َمَع تَأِْخْيِرفِْي اْلبَدَلَْيِن أَْو أََحِدِهَما اْلعَْقدِ الَشْرعِ َحالَةَ 
Akad atas penggantian yang dikhususkan yang tidak diketahui kesetaraan 
dalam pandangan syariah pada saat akad atau dengan penundaan salah 
satu atau kedua harta yang dipertukarkan. 
4) Al-Hanabilah 
Dan mazhab Al-Hanabilah mendefinisikan riba sebagai: 
فِىأَْشيَاَء ُمْختَصٌّ بِأَْشيَاَء َوَردَ الش ْرُء  تَفَاُضل  فِْيأَْشيَاَء َونَْسء 
 أَْي  –بِتَْحِرْيِمَها 
بَ   نًَصا فِي البَْعِضَوقِيَاًسا فِي البَاقِي ِمْنَها  -ا ِفْيَهاتَْحِرْيِم الر ِ
Kelebihan pada harta yang dipertukarkan atau penangguhan pembayaran 
yang dikhususkan, dimana syariat mengharamkan kelebihannaya baik 
secara nash atau secara qiyas 
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Adapun menurut para fuqaha sangat beragam dalam mendefinisikannya, 
diantaranya yaitu:38 
1) Menurut Al-Mali riba adalah akad yang terjadi atas penukaran barang 
tertentu yang tidak diketahui timbangannya menurut ukuran syara’ ketika 
berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah 
satu keduanya. 
2) Menurut Abdurrahman Al-Jaziri yang dimaksud dengan riba adalah akad 
yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak 
menurut aturan syara’ atau terlambat salah satunya. 
3) Syaikh Muhammad Abduh berpendapat riba adalah penambahan-
penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada 
orang yang meminjam hartanya karena pengunduran janji pembayaran 
oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan 
Jadi, riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli 
maupun hutang piutang secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat 
dalam Islam. 
b. Dasar Hukum Riba 
1) Firman Allah SWT. sebagaimana dalam QS. Ar-Rumm/30:39 
 
بًا ِل يَْربَُوا ٓ  َوَما ْن ِر  ِ يَْربُْوا ِعنْ ََل لن اِس فَ ااِل اَْموَ  ٓ  فِيْ  ٓ  ٰاتَْيتُْم م ِ دَ ّٰللاه
ِ  ٓ  َوَمآ   ْن َزٰكوةٍ تُِرْيدُْوَن َوْجهَ ّٰللاه ى  فَ  ٰاتَْيتُْم ِم 
 
 ْونَ َك ُهُم اْلُمْضِعفُ اُوٰل
                                                             
38Faozan Amar, Ekonomi Islam Suatu Pengantar (Cet.1; Jakarta Selatan: Uhamka Press, 
2016), h.59 
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Terjemahannya: 
Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada 
harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa 
yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai 
keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang 
melipat gandakan (pahalanya)39 
 
Al-Qur’an menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pasa zahirnya 
seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan yang 
mendekatkan diri pada Allah. Ini dinyatakan Allah pada surah Ar-Ruum: 39 
yang artinya, “Dan sesuatu riba yang kamu berikan agar dia bertambah pada 
manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah”. Abdullah Saeed, 
seorang pemikir yang progresif tentang bunga Bank ketika mengomentari ayat di 
atas mengatakan, “setelah merujuk perbedaan-perbedaan dalam harta kekayaan 
orang-orang pada ayat-ayat sebelumnya Al-Qur’an lalu memerintahkan umat 
Islam agar memberikan bantuan keuangan kepada orang-oarang yang 
memerlukan termasuk para kerabat, orang-orang miskin dan para musafir. 
Bantuan ini harus berdasarkan kedermawanan, bukannya riba sebab, orang yang 
memberikan bantuan lewat dermawanlah yang akan memperoleh pahala berlipat 
di dunia dan diakhirat.40 
Ayat di atas menjadi menarik karena riba dihadapkan dengan zakat baik 
riba atau zakat sama-sama mengandung makna ziyadat (tambahan) bedanya 
adalah, riba itu ziyadat pada harta manusia tetapi tidak mengandung nilai tambah 
di sisi Allah sedangkan zakat itu maknanya ziyadat pasa sisi Allah walaupun 
terkesan harta berkurang di sisi manusia. Dengan kata lain, orang yang berzakat 
                                                             
39Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 408 
 
40Azhari Akmal Tarigan,  Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Sebuah Eksploirasi Melalui Kata-
kata Kunci dalam Al-Qur’an, (Cet. 1; Medan: Citaputaka Media Perintis, 2012) h. 219 
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kendati terkesan hartanya (secara lahiriah)  berkurang namun hakikatnya harta 
harta tersebut bertambah di sisi Allah SWT. Sebaliknya orang yang 
mempraktekkan riba, kendati secara lahir hartanya bertambah dan ia seakan 
mendapatkan kauntungan namun di sisi Allah, apa yang dilakukannya 
merupakan kesia-siaan.41 
2) Firman Allah SWT. sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah/2:275 
ٰبوا ََل يَقُْوُمْوَن ِاَل   ب ُطهُ ُم ال ِذْي يَتَخَ َما يَقُوْ  كَ اَل ِذْيَن يَأُْكلُْوَن الر ِ
ْيٰطُن ِمَن اْلَمس ِ  ٰبوا اْلَبيْ ن مَ اِ ا ٓ  ٰذِلَك بِاَن ُهْم قَالُوْ  ٓ  الش   ٓ  اُع ِمثُْل الر ِ
ُ اْلَبْيَع َوَحر   ٰبواَواََحل  ّٰللاه ءَ جَ فََمْن  ٓ  َم الر ِ ب ِهَمْوِعظَ  ٓ  ها  ْن ر   ٓ  ة  م ِ
ٓ  َواَْمُره ٓ  َما َسلَفَ  ٓ  فَاْنتَٰهى فَلَه  ٓ  ِ ى َك ْن َعادَ فَ َومَ  ٓ   اِلَى ّٰللاه
 
اُوٰل
 ُهْم فِْيَها ٰخِلدُْونَ  ٓ  اَْصٰحُب الن اِر 
Terjemahannya: 
Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti 
berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu 
karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal 
Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Baeang siapa 
mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu ia berhenti, maka apa yang 
telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) 
kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni 
neraka, mereka kekal didalamnya.42 
Orang-orang yang memakan riba yakni melakukan transaksi riba dengan 
mengambil atau menerima kelebihan di atas modal dari orang yang butuh 
dengan mengeksploitasi atau memanfaatkan kebutuhannya. Mereka hidup dalam 
                                                             
41Azhari Akmal Tarigan,  Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Sebuah Eksploirasi Melalui Kata-
kata Kunci dalam Al-Qur’an, (Cet. 1; Medan: Citaputaka Media Perintis, 2012) h. 220 
42Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 47 
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kegelisahan, tidak tentram jiwanya, selalu bingung, dan berada dalam 
ketidakpastiaan, sebab pikiran dan hati mereka selalu tertuju pada materi dan 
penambahannya. Itu yang akan mereka alami di dunia, sedangkan di akhirat 
mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu 
arah yang akan mereka tuju dan akan mendapatkan azab yang pedih.  
Yang demikian itu karena mereka berkata dengan bodohnya bahwa jual 
beli sama dengan riba dengan logika bahwa keduanya sama-sama menghasilkan 
keuntungan. Mereka beranggapan seperti itu, padahal Allah telah menghalalkan 
jual beli dan mengharamkan riba. Substansi keduanya berbeda, sebab jual beli 
menguntungkan kedua belah pihak (pembeli dan penjual), sedangkan riba sangat 
merugikan salah satu pihak. 
3) Hadist dari ‘Ubadah bin Ash-Shamit 
 
ِ يَْنَهى  ةُ َسِمْعُت َرُسْوَل ّٰللا  ِة َواْلبُرُّ الذ َهُب بِالذ َهِب َواْلِفض   بِاْلِفض 
ِباْلِمْلحِ ِمثَْلً بِِمثٍْل َسَواًء َواْلِملحُ بِالت ْمرِ ِعْيِرَوالت ْمربِالش  رُ َواْلش ِعيْ بِاْلبُر ِ 
بَِسَواٍء يَدًا بِيٍَد، فَإِذَا اْختَلََفْت َهِذِه ألَْصنَاُف فَبِْيعُوا َكْيَف ِشْءتُْم إِذَا 
 َكاَن يَدًا بِيَدٍ 
Terjemahnnya: 
Saya mendengar Rasulullah SAW, melarang jual-beli (utang) emas 
dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma 
dengan kurma, garam dengan garam, kecuali sama seimbang. Barang 
siapa menambah atau meminta tambahan, ia telah melakukan riba. 
 
Para ulama telah menyepakati bahwa keenam komoditi (emas, perak, 
gandum, sya’ir, kurma, dan garam) yang disebutkan dalam hadist di atas 
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termasuk komoditi ribawi. Sehingga enam komoditi tersebut boleh 
diperjualbelikan dengan cara barter asalkan memenuhi syarat. Bila barter 
dilakukan antara komoditi yang sama misalnya kurma dengan kurma, emas 
dengan emas, gandum dengan gandum, maka akad tersebut harus memenuhi dua 
persyaratan. 
Persyaratan pertama, transaksi harus dilakukan secara kontan (tunai). 
Sehingga penyerahan barang yang dibarterkan harus dilakukan pada saat terjadi 
akad transaksi dan tidak boleh ditunda seusai akad atau setelah atau akad barter 
terpisah, walaupun hanya sebentar karena akan termasuk riba nasi’ah (riba 
disebabkan adanya penundaan). Persyaratan kedua, barang yang menjadi objek 
transaksi atau barter harus sama jumlah dan takarannya walaupun terjadi 
perbedaan kualitas, apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi maka akan di 
anggap riba. 
Menurut mayoritas ulama, riba juga berlaku selain dari enam komoditi 
tadi. Komoditi lain berlaku hal yang sama jika memiliki kesamaan alasan 
namun, para ulama berselisih mengenai apa alasan dari masing-masing komoditi 
yang jelas mereka sepakat bahwa emas dan perak memiliki kesamaan alasan 
sedangkan kurma, gandum, sya’ir dan garam juga memiliki kesamman alasan 
tersendiri. 
c. Jenis-jenis Riba 
Ada beberapa jenis riba yaitu sebagai berikut:43 
                                                             
43Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem 
Operasional, (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h.54  
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1) Riba Qardh, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang 
disyarakatkan terhadap yang berutang (muqtaridh). 
2) Riba Jahiliyah, yaitu utang dibayar lebih fari pokoknya, karena si 
peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan 
3) Riba Fadhl, yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau 
takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk 
dalam jenis barang ribawi. 
4) Riba Nasi’ah, adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis 
barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. 
Riba dalam nasi’ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau 
tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan 
kemudian. 
b. Prinsip transaksi yang mengandung Gharar dilarang 
a. Definisi Gharar 
Secara singkat gharar dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk transaksi 
yang mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian yang menimbulkan 
potensi adanya pihak yang merasa dirugikan 
Definisi ini dapat kita simpulkan dari beberapa penjelasan para ulama 
tentang pengertian gharar sebagai berikut:44 
1) Definisi As-Sarokhsi Al-Hanabi: 
ورالعاقبةتكو ن مسيالغرر  
                                                             
44Muhammad Abdul Wahab, Gharar dalam Transaksi Modern (Cet 1; Jakarta: Rumah 
Fiqih Publishing, 2019) h.14 
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Gharar itu adalah sesuatu yang akibatnya tertutup (tidak di ketahui). 
 
2) Definisi Al-Qarafi Al-Maliki 
 يرفيأم َل كا لطحصل يدرى هل يَل يصل الغررهوالذأ
 زالماءي الهواءوالسمك ف
 
Asal Gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui apakah bisa didapatkan 
atau tidak seperti burung di udara atau ikan di air. 
 
3) Definisi Ar-Ramli Asy-Syafi’i 
 
 الغررهومااحتمل أمرين أغلبهماأخوفهمابيع 
Jual-beli gharar adalah yang memiliki dua hal kemungkinan, di mana 
kemungkinan yang paling besar adalah yang paling dikhawatirkan. 
 
4) Definisi Al-Qadhi Abu Ya’la Al-Hanbali 
 
 ماترددبين أمرين ليس أحدهما أظهر
 
Sesuatu yang berada di atas dua kemungkinan di mana salah satunya 
tidak lebih jelas dari yang lainnya. 
 
5) Definisi Ibnu Hazm Azh-Zhahiri 
 
 ماعقدعلى جهل بمقداره وصفاته حين العقد
 
 
Mentransaksikan sesuatu yang tidak jelas ukuran dan spesifikasinya pada 
saat akad. 
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Gharar mengacu kepada ketidakpastian (uncertainly) atau hazard yang 
disebabkan karena ketidakjelasan berkaitan dengan objek perjanjian atau harga 
objek yang diperjanjikan di dalam akad. Setiap jual-beli atau akad/perjanjian 
yang mengandung unsur gharar adalah dilarang.45 
b. Dasar hukum Gharar 
1) Firman Allah SWT. sebagaimana dalam QS. An-Nisa/4:29. 
 
ن تَُكوَن أَ  َل  ْلبَاِطِل إِ نَُكم بِام َبيْ يَاأَيَُّها ال ِذيَن آَمنُوا ََل تَأُْكلُوا أَْمَوالَكُ 
نُكْم  َ ُكْم إِ تَْقتُلُوا أَنفُسَ  َلَ وَ تَِجاَرةً َعن تََراٍض م ِ  يًما   َكاَن بُِكْم َرحِ ن  ّٰللا 
Terjemahannya:  
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta 
kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan 
perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh 
diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu maha kasih sayang kepada 
kalian.46 
 
Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta 
sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil, yakni 
melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara gharar dan judi 
serta cara-cara lainnya yang termasuk ke dalam kategori tersebut dengan 
menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Sekalipun lahiriyanya 
cara-cara tersebut memakai cara yang diakui oleh hukum syara’, tetapi Allah  
                                                             
45 Sutan Remy Sjahdeine, Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek 
Hukumya, (Cet 1; Jakarta: Kencana, 2014) h.169 
46Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 83  
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lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya hanyalah semata-mata 
menjalankan hal yang dilarang oleh Allah SWT. 
Kemudian Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang beriman dari 
saling membunuh atau bunuh diri, sebab Allah mengasihi mereka. Salah satu 
dari rahmat-Nya adalah dengan melindungi darah dan harta merekan dan 
melarang untuk ditumpahkan, serta tidak membebani mereka dengan bunuh diri 
saat bertaubat sebagaimana cara bertaubat bani israil. 
2) Firman Allah SWT. sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah/2:188 
 
اِم ِالَى اْلُحك   ٓ  اهَ ْدلُْوا بِ  َوتُ ا اَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطلِ ٓ  َوََل تَأُْكلُوْ 
ْن اَْمَواِل الن اِس ِباَْلِ   تَْعلَُمْونَ  اَْنتُمْ وَ ثِْم ِلتَأُْكلُْوا فَِرْيقًا ِم 
Terjemahannya: 
Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di 
antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa 
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian 
dari harta orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu 
mengetahui.47 
 
 Ayat ini berbicara tentang dosa besar penyebab ketidakadilan dan 
ketidakamanahnan dalam ekonomi masyarakat. Dan kaum Muslimin sangat 
dilarang melakukan; satu, Allah SWT melarang hambanya memakan harta milik 
orang lain dengan jalan di larang oleh syariat misalnya gharar, judi, dan riba. 
Dua, menyuap hakim supaya dapat menguasai harta orang lain. 
                                                             
47Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 29 
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Al-Qur’an menyebutnya dengan istilah “batil” dan “dosa”. Perbuatan 
yang menurut akal tidak patut dan menurut syariat dosa dan haram. Ada 
sebagian orang demi supaya perbuatan itu tidak dianggap buruk, memberi 
“suap” dengan hadiah. Dari ayat di atas pelajaran yang dapat dipetik adalah 
kepemilikan harus di dapatkan dengan jalan yang halal, menguasai harta orang 
lain dengan yang tidak benar meskipun itu ada hukum hakim tetap bukan 
miliknya dan tetap akan jadi haram. 
 
3) Hadis dari Abu Hurairah 
 
 ُ ِ َصل  ّٰللا   َصاةَِوَعْن بَْيعِ ْيعِ اْلحَ ْن بَ عَ  َعلَْيِه َوَسل َم نََهى َرُسوُل ّٰللا 
 اْلغََررِ 
Artinya:  
“Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah 
(dengan melempar batu) dan jual beli gharar.” (HR Muslim) 
Maksud bai al-hashah (jual beli dengan lemparan batu) adalah sesorang 
membeli barang yang tidak ia ketahui (majhul) dengan cara melemparkan kerikil 
pada barang-barang yang dijual, dan barang yang terkena lemparan batunya 
adalah yang harus ia beli. Maksud dari bai al-gharar adalah setiap jual-beli yang 
mengandung kecurangan atau kerugian bagi pembelinya karena barang yang 
dibeli tidak diketahui manfaatnya dan tidak dapat diganti kerusakannya serta 
tidak diketahui pula nilainya. Contohnya jual-beli janin yang masih ada di dalam 
43 
 
 
 
perut binatang, susu yang masih di dalam susuan sapi barang yang tidak di 
ketahui kondisinya, dan sebagainya.48 
c. Bentuk-bentuk Gharar 
Esensi gharar adalah setiap transaksi yang berpotensi merugikan salah 
satu pihak karena mengandung unsur ketidakjelasan, manipulasi dan eksploitasi 
informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad. Bentuk-bentuk gharar 
antara lain: 
1. Tidak adanya kepastian penjual untuk menyerahkan objek akad pada 
waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada 
2. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual 
3. Tidak adanya kepastian kriteria kualitas dan kuantitas barang/jasa 
4. Tidak adanya kepastian jumlah harga yang harus dibayar dan alat 
pembayaran 
5. Tidak adanya ketegasan jenis dan objek akad 
6. Kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang 
ditentukan dalam transaksi  
7. Adanya unsur eksploitasi salah satu pihak karena informasi yang kurang 
atau dimanipulasi dan ketidaktahuan atau ketidakpahaman yang 
ditransaksikan.49 
d. Gharar-e- khatir dan Gharar Qalil 
                                                             
48Musthafa Dib Al-Bugha, Al-Tadzhib fi Adillati Matn al-Ghayah wa al-Taqrib, Terj. 
Toto Edidarmo, Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi’i Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja’ dengan 
Dalil Al-Qur’an dan Hadis (Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika, 2009) h.280 
49Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Cet 1; Jakarta: PT Gramedia 
Pustaka Utama, 2013) h.102 
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Ketidakpastian (uncertainly) tidak mungkin dihindarkan sama sekali 
dalam bisnis. Pengambian risiko (risk-taking) merupakan kondisi yang harus 
dihadapi untuk memperoleh keuntungan dalam bisnis. Masalahnya adalah 
sampai sejauh mana ketidakpastian yang terdapat dalam suatu transaksi 
mengakibatkan transaksi tersebut dapat digolongkan dalam transaksi yang 
haram. Muhammad ayub mengemukakan belum ada definisi yang jelas 
mengenai hal tersebut. Akhir-akhir ini para ilmuwan membedakan antara 
gharar-e-kathir (ketidakpastian yang berlebihan) dan gharar qalil 
(ketidakpastian yang nominal) dan menyatakan bahwa yang dilarang hanya 
transaksi-transaksi yang melibatkan ketidakpastian yang berlebihan terkait 
dengan objek yang diperjanjikan dan harga yang disebutkan di dalam kontrak.50 
c. Prinsip transaksi yang mengandung maysir dilarang 
a. Definisi Maysir 
Maysir adalah transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang 
tidak pasti dan bersifat untung-untungan kepada suatu keadaan yang tidak pasti 
dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata maysir adalah qimar. 
Menurut Muhammad Ayyub, baik maysir maupun qimar dimaksudkan sebagai 
permainan untung-untungan (game of chance). Dengan kata lain, yang 
dimaksudkan dengan maysir adalah perjudian (gambling dan wagering). 51 
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah 
                                                             
50 Sutan Remy Sjahdeine, Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek 
Hukumya, (Cet 1; Jakarta: Kencana, 2014) h.170 
51 Sutan Remy Sjahdeine, Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek 
Hukumya, (Cet 1; Jakarta: Kencana, 2014) h.170 
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mendefinisikan maysir sebagai transaksi yang digantungkan kepada suatu 
keadaan yang tidak pasti atau bersifat untung-untungan.52 
b. Dasar hukum maysir 
1) Firman Allah SWT. sebagaimana dalam QS. Al-Maidah/5:90. 
 
ََلُم َواَْلَزْ ْنَصاُب ِسُر َواَْلَ اْلَميْ ا اِن َما اْلَخْمُر وَ ٓ  اَيَُّها ال ِذْيَن ٰاَمنُوْ ٓ  يٰ 
ْن َعَمِل الش ْيٰطِن فَاْجتَنِبُْوهُ لَعَل    ْفِلُحْونَ ُكْم تُ ِرْجس  ِم 
Terjemahannya:  
Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, 
berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah 
termasuk perbuatan syaitan. Maka jauihilah perbuatan-perbuatan itu agar 
kamu mendapat keberuntungan.53 
Allah melarang hambanya yang beriman untuk meminum minuman yang 
memabukkan, judi yang mengandung imbalan, dari kedua belah pihak, batu 
yang digunakan oleh orang-orang sebagai tempat menyembelih hewan ternak 
mereka untuk menghormatinya atau batu yang dipasang untuk disembah, dan 
batang-batang kayu yang mereka gunakan untuk mengundi nasib mereka, semua 
itu adalah perbuatan dosa yang dianjurkan oleh setan. Maka jauhilah perbuatan 
itu agar kalian memperoleh kehidupan yang mulia di dunia dan meraih 
kenikmatan di akhirat. 
Perbuatan-perbuatan di atas diharamkan karena dapat memicu 
permusuhan dan kebencian di antara manusia dan setan itu rajin 
                                                             
52Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Cet 1; Jakarta: PT Gramedia 
Pustaka Utama, 2013) h. 479 
53Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 123 
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menghembuskannya khususnya melalui khamar dan judi untuk menjerumuskan 
orang-orang mukmin ke dalam permusuhan, sementara judi di mana salah-
satunya menyalahkan yang lain dan menyita hartanya yang banyak tanpa 
imbalan apapun adalah salah satu pemicu terbesar bagi permusuhan dan 
kebencian oleh karena itu Allah melarang judi. 
c. Perbedaan Maysir dan Gharar 
Perjudian merupakan salah satu bentuk gharar oleh karena sang penjudi 
tidak mengetahui apa hasil akhir dari perjudian tersebut. Seseorang 
mempertaruhkan uangnya yang kemungkinannya dapat menghasilkan uang 
banyak namun sebaliknya dapat kehilangan uang tersebut. Tidak mengherankan 
apabila ada yang merancukan maysir dan gharar atau gharar dan maysir. 
Maysir hanya terbatas merujuk kepada pengertian perjudian, sedang gharar 
merujuk kepada ketidakpastian. Dengan kata lain, gharar mengandung 
pengertian yang lebih luas daripada maysir, artinya maysir adalah salah satu 
bentuk dari gharar, tetapi gharar tidak hanya berbentuk maysir.54 
d. Prinsip kerelaan atau suka sama suka, prinsip ini menyatakan bahwa 
segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-
masing pihak bentuk kerelaan dari para pihak tersebut telah ada saat 
terjadinya kata sepakat tanpa dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. 
Dalam hukum Islam, secara umum perjanjian ini bersifat 
kerelaan/konsensual. Kerelaan antar para pihak yang berakad dianggap 
sebagai prasyarat bagi terwujudnya semua transaksi. Apabila dalam 
                                                             
54 Sutan Remy Sjahdeine, Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek 
Hukumya, (Cet 1; Jakarta: Kencana, 2014) h.173 
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transaksi tidak dipenuhi hal ini, maka sama artinya dengan memakan 
sesuatu dengan cara yang bathil. 
e. Tidak adanya paksaan. Yaitu setiap orang memiliki kehendak yang bebas 
dari menetapkan akad, tanpa tunduk kepada pelaksanaan transaksi apa pun, 
kecuali hal yang harus dilakukan oleh norma keadilan dan kemaslahan 
masyarakat.55 
f. Tidak mengandung objek yang haram, objek haram adalah barang atau 
jasa yang diharamkan dalam syariah, seperti daging babi, minuman keras, 
objek pornografi, dan lain sebagainya. 
Selain prinsip syariah yang telah disebutkan diatas, penulis akan 
menambahkan prinsip syariah lainnya yaitu: 
5. Prinsip Tertulis 
Prinsip tertulis dalam kontrak syariah adalah dimana dalam 
suatuperjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai 
alat bukti apabila dikemudian hari terjadi persengketaan. Dalam QS. al-Baqarah 
ayat 282 dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar 
suatu perjanjian diakukan secara tertulis, dihaidiri para saksi dan diberi tanggung 
jawab individu yang melakukan perjanjian dan menjadi saksi tersebut. Selain itu 
dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai maka dapat 
dipegang suatu benda sebagai jaminannya. 
Menurut Syamsul Anwar (2010) adanya pernyataan bahwa legalitas 
suatu akad dalam perbankan adalah harus didasarkan pada kesepakatan yang 
                                                             
55Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Cet 1; Jakarta: Prenadamedia 
Group, 2018) h.7 
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tertulis atau isi perjanjian transaksi mestinya tertulis. Namun beliau menggaris 
bawahi bahwa pernyataan kesepakatan tertulis disini adalah transaksi itu bersifat 
formalitas.56 
Prinsip ini didasarkan dengan:  
Firman Allah SWT. sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah/2:282 
 
ى ٓ  ا اِذَا تَدَاَيْنتُْم بِدَْيٍن اِلٰ ٓ  اَيَُّها ال ِذْيَن ٰاَمنُوْ ٓ  يٰ  َسمًّ ى اََجٍل مُّ
ٓ  فَاْكتُبُْوهُ   
Terjemahnya : 
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.57 
 
Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang 
piutang untuk waktu pembayaran yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya untuk melindungi hak masing-masing dan untuk menghindari 
perselisihan. Dan hendaklah seorang yang bertugas sebgai penulis di antara 
kamu menuliskannya dengan benar, jujur, dan adil, sesuai ketentuan Allah dan 
peraturan perundangan yang berlaku dalam masyarakat. 
Kepada para penulis diingatkan agar janganlah penulis menolak untuk 
menuliskannya sebagai tanda syukur, sebagaimana Allah telah mengajarkan 
kepadanya kemampuan membaca dan menulis, maka dia hendaklah menulis 
                                                             
56 Muhammad Aswad, Asas-asas Transaksi Kuangan Syariah, Iqtishadia 6, No. 2 
(2013):  h.  354 
57Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 48 
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sesuai dengan pengakuan dan pernyataan pihak yang berutang dan disetujui oleh 
pihak yang mengutangi. 
Berdasarkan penggalan ayat al-qur’an diatas dapat diketahui bahwa 
bermuamalah yang dilakukan secara tidak tunai atau diangsur diperbolehkan 
menurut al-quran dengan di tentukan waktunya, ditulis akadnya, dan tidak 
mengandung unsur riba yang dapat merugikan salah satu pihak yang berakad. 
Ayat di atas mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar 
berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad, sehingga akad 
itu harus dibuat secara tertulis. Prinsip ini terutama dianjurkan untuk transaksi 
dalam bentuk tidak tunai (kredit). Di samping itu, perlu adanya saksi-saksi 
(syahadah), rahn (gadai, untuk kasus tertentu) dan prinsip tanggung jawab 
individu.58 
                                                             
58Faturrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga 
Keuangan Syariat (Cet. 1; Jakarta, Sinar Grafika, 2012), h.27 
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BAB III 
TINJAUAN UMUM TENTANG LEASING 
A. Pengertian Leasing  
Istilah leasing berasal dari bahasa inggris “to lease” yang berarti 
menyewakan. Namun leasing mempunyai persyaratan tertentu, sehingga tidak 
dapat di samakan dengan sewa-menyewa biasa. Leasing (sewa-beli) atau sering 
di sebut sewa guna usaha adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam 
bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan selama 
jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala 
disertai hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang modal yang 
bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa 
yang telah di sepakati bersama.59 
Secara umum leasing artinya equipment funding, yaitu pembiayaan 
peralatan/barang modal untuk di gunakan pada proses produksi suatu perusahaan 
baik secara langsung maupun tidak langsung. Equipment leasing association di 
London memberikan definisi leasing sebagai berikut: "Leasing adalah perjanjian 
antara lessor dan lessee untuk menyewa sesuatu atas barang modal tertentu yang 
dipilih/ditentukan oleh lessee. Hak pemilikan barang modal tersebut ada pada 
lessor sedangkan lesseehanya menggunakan barang modal tersebut berdasarkan 
pembayaran uang sewa yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu”.60 
Menurut Perpres No.9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan adalah 
kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa 
                                                             
59 Agnes Sawir, Kebijakan Pendanaan dan Restrukturisasi perusahaa (Cet. 1; Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama, 2004) h. 169 
60 M. Bakri, Pengantar Hukum Indonesia(Cet. 1; Malang: UB Press, 2013) h.234 
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guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk di 
gunakan oleh penyewa usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan 
pembayaran secara angsuran. 
Dalam kamus Black Laws Dictionary, yang diartikan dengan lease 
adalah sebuah persetujuan untuk menimbulkan hubungan antara pemilik tanah 
dengan petani (benda tidak bergerak) atau antara lessor dan lessee (benda tidak 
bergerak atau benda bergerak)  
Subekti mengartikan leasing adalah perjanjian sewa-menyewa yang telah 
berkembang dikalangan pengusaha, dimana lessor (pihak yang menyewakan, 
yang sering merupakan perusahaan leasing) menyewakan suatu perangkat alat 
perusahaan (mesin-mesin) termasuk servis, pemeliharaan, dan lain-lain kepada 
lessee(Penyewa) untuk jangka waktu tertentu. 
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengatakan bahwa leasing adalah suatu 
perjanjian dimana si penyewa barang modal (lessee) menyewa barang modal 
untuk usaha tertentu, untuk jangka waktu tertentu, dan jumlah angsuran tertentu. 
Definisi  yang dikemukakanoleh Sri Soedewi Sofwan memandang bahwa 
institusi leasing merupaan suatu kontrak atau perjanjian antara pihak 
lesseedengan pihak lessor. Oleh karena itu, antara lessee dengan pihak lessor 
terdapat hubungan hukum sewa-menyewa. Objek yang disewa adalah barang 
modal. Jangka waktu dan jumlah angsuran ditentukan oleh para pihak. 
Siti Ismijati Jenie mengemukakan bahwa leasing adalah suatu pejanjian 
dengan mana pihak yang satu (lessor) tanpa melepaskan hak miliknya 
mengikatkan dirinya untuk memberikan hak pakai atas alat-alat produksi atau 
barang-barang modal yang dimilkinya kepada pihak lain (lessee) yang 
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bermaksud mempergunakan banda tersebut tanpa memilikinya untuk suatu 
jangka waktu tertentu yang berkaitan dengan umur ekonomis benda tersebut dan 
oleh karena itu mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran sejumlah uang 
yang besarnya telah disepakati bersama.61 
Menurut Salim H.S. Leasing merupakan kontrak sewa-menyewa yang 
dibuat antara pihak lessordengan lessee, dimana pihak lessormenyewakan 
kepada lessee barang-barang produksi yang harganya mahal, untuk digunakan 
oleh lessee, dan pihak lessee berkewajiban untuk membayar harga sewa sesuai 
dengan kesepakatan yang dibuat diantara keduanya dengan disertai adanya hak 
opsi, yaitu hak untuk membeli atau memperpanjang sewa.62 
Financial accounting standard board (FASB-13) Memberikan definisi 
sebagai berikut: “Sewa guna usaha adalah suatu perjanjian penyediaan barang-
barang modal yang digunakan untuk suatu jangka waktu tertentu”.The 
internasional accounting standard (IAS-17). Memberikan definisi leasing 
sebagai berikut: “A lease as an agreement where by the lessor conveys to the 
lessee in return for rent the right to use an assets for an agreed period of time.63 
Yang memiliki pengertian sebagai berikut: 
 
“Sewa guna usaha adalah suatu perjanjian dimana lessor menyediakan 
barang (asset) dengan hak penggunaan oleh lessee dengan imbalan 
pembayaran sewa untuk suatu jangka waktu tertentu” 
 
                                                             
61Eddy P. Soekadi, Mekanisme Leasing  (Cet. 2; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), h. 15 
62  Salim H.S., Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia ( Cet. 1; 
Mataram: Sinar Grafika, 2003), h. 141 
63Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan (Cet 5; Jakarta: Lembaga Penerbit 
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004) h. 523 
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Pada prinsipnya, leasing mempunyai pengertian yang sama dimana 
leasing ini memiliki unsur-unsur: 
1. Pembiayaan perusahaan 
2. Penyediaan barang-barang modal  
3. Jangka waktu tertentu 
4. Pembayaran berkala 
5. Adanya hak pilih atau hak opsi 
6. Adanya nilai sisa yang disepakati bersama 
7. Adanya pihak lessor 
8. Adanya pihak lessee64 
B. Pihak-pihak Dalam Perjanjian Lease 
Pihak yang bersangkutan dalam perjanjian (kontrak) lease atau disebut 
juga subyek Perjanjian Lease, terdiri dari beberapa pihak yaitu: 
1. Lessor adalah pihak yang menyewakan barang, dapat terdiri dari beberapa 
perusahaan. Disebut juga sebagai Investors, Equity – holders, Owner – 
participants atau Trusters – Owner. 
2. Lessee adalah pihak yang menikmati barang tersebut dengan membayar 
sewa dan yang mempunyai hak opsi. 
3. Kreditur atau Lender atau disebut juga Debt-Holders atau Loan 
Participants dalam transaksi leasing. Mereka ini umumnya terdiri dari 
Bank, InsuranceCompany, Trusts, Yayasan. 
                                                             
64 Bustari Muchtar dkk,Bank dan Lembaga Keuangan Lain (Jakarta: Kencana, 2016 ), h. 
190 
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4. Supplier adalah penjual dan pemilik barang yang disewaan, dapat terdiri 
dari perusahaan (manufactures) yang berada di dalam negeri atau yang 
mempunyai kantor pusat di luar negeri.65 
C. Prosedur mekanisme leasing  
Adapun prosedur mekanisme leasing yang menyangut pihak-pihak 
tersebut diatas, secara garis besarnya dapat diuraikan sebagai berikut: 
1. Lessee bebas memilih dan menentukan peralatan yang dibutuhkan, 
mengadakan penawaran harga dan menunjuk supplier peralatan 
dimaksud 
2. Setelah lessee mengisi formulir permohonan lease, mengirimkan kepada 
lessor disertai dokumen pelengkap 
3. Lessor mengevaluasi kelayakan kredit dan memutuskan untuk 
memberikan fasilitas lease dengan syarat dan kondisi yang disetujui 
lessee (lama kontrak pembayaran sewa lease), maka kontrak lease dapat 
ditandatangani 
4. Pada saat yang sama, lessee dapat menandatangani kontrak asuransi 
untuk peralatan yang di lease dengan perusahaan asuransi yang disetujui 
lessor, seperti yang tercantum pada kontrak lease, antara lessor dan 
perusahaan asuransi terjalin perjanjian kontrak utama. 
5. Kontrak pembelian peralatan akan ditandatangani lessor dengan supplier 
peralatan tersebut 
                                                             
65 Achmad anwari, Leasing di indonesia (Cet. 1; Jakarta: Ghalia Indonesia,1987), h. 11 
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6. Supplier dapat mengirim peralatan yang di lease ke lokasi lessee untuk 
mempertahankan dan memelihara kondisi peralatan tersebut, supplier 
akan menandatangani perjanjian pelayanan purna jual. 
7. Lessee menandatangani tanda terima peralatan dan menyerahkan kepada 
supplier 
8. Supplier menyerahkan surat tanda terima (yang diterima dari lessee), 
bukti pemilikan dan pemindahan pemilian kepada lessor 
9. Lessor membayar harga peralatan yang di lease kepada supplier 
10. Lessee membayar sewa lease secara periodik sesuai dengan jadwal 
pembayaran yang telah ditentukan dalam kontrak lease.66 
D. Jenis-jenis Pembiayaan Melalui Leasing 
Seperti diketahui bahwa leasing company merupakan salah satu sumber 
dana bagi para pengusaha yang membutuhkan barang modal, selama jangka 
waktu tertentu dengan membayar sewa. Dengan cara ini seorang pengusaha yang 
tidak mempunyai modal atau hanya mempunyai modal terbatas, tetapi ingin 
mempunyai pabrik, dapat memperolehnya dengan cara leasing, misalnya 
seorang pengusaha hanya mampu menyediakan  tanah dan bangunan, maka 
untuk membeli mesinnya, ia dapat melakukan dengan cara leasing atau 
menyewa dari suatu leasing company. 
Secara umum jenis-jenis leasing ini bisa dibedakan menjadi dua 
kelompok utama. Hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan dari 
perbedaan dua jenis ini adalah mengenai hak pemilikan secara hukum, cara 
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pencatatan di dalam akutansi serta mengenai besarnya rental dua jenis tersebut 
ialah: 
1. Finance lease 
Dalam finance lease ini, kontrak leasing meliputi jangka waktu lebih 
singkat dari umur ekonomis barang modal yang disewakan. 
Pada kontrak leasing jenis ini, lessor (leasing company) mengharapkan 
dapat menerima kembali seluruh harga barang modal yang disewakan, termasuk 
biaya-biaya lainnya seperti bunga, pajak, asuransi, biaya pemeliharaan dan 
sebagainya. Oleh karena itu biaya sewa yang harus dibayar oleh lessee (si 
penyewa) akan meliputi juga biaya-biaya tersebut, di samping harga modal yang 
disewanya. Leasing semacam ini biasanya disediakan oleh perusahaan-
perusahaan asuransi, bank-bank komersial atau lembaga keuangan lainnya. 
Perjanjian financial lease ini biasanya tidak dapat dibatalkan/diputuskan 
atau non-callable di tengah jalan oleh salah satu pihak, kecuali jika pihak lessee 
tidak memenuhi perjanjian/kontrak.67 
Lessee yang akan membutuhkan suatu barang modal menentukan sendiri 
jenis serta spesifikasi dari barang yang dibutuhkan. Lessee juga mengadakan 
negosiasi langsung dengan supplier mengenai harga, syarat-syarat perawatan 
serta lain-lain hal yang berhubungan dengan pengoperasian barang tersebut. 
Sedangkan lessor hanya berkepentingan mengenai pemilikan barang 
tersebut secara hukum. Lessor akan mengeluarkan dananya untuk membayar 
barang tersebut kepada supplier dan kemudian barang tersebut diserahkan 
kepada lessee. Sebagai imbalan atas jasa penggunaan barang tersebut maka 
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lessee akan membayar secara berkala kepada lessor sejumlah uang yang berupa 
rental untuk jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama. 
Jumlah rental ini secara keseluruhan akan meliputi harga barang yang 
dibayar oleh lessor ditambah faktor bunga serta keuntungan untuk pihak lessor. 
Kini jelas bahwa finance lease ini hanya merupakan pemilik barang secara 
hukum, sedangkan lessee merupakan pihak yang menikmati keuntungan 
ekonomis atas barang tersebut. Pada akhir masa lease, lesseemempunyai hak 
pilih untuk membeli barang tersebut seharga nilai sisanya, mengembalikan 
barang tersebut kepada lessor atau juga mengadakan perjanjian leasing lagi 
untuk tahap yang kedua atas barang yang sama. 
Besarnya rental serta masa lease yang kedua ini jauh berbeda dengan 
yang terdapat pada perjanjian lease tahap pertama. Kalau kita perhatikan definisi 
finance lease ini dan kemudian kita bandingkan dengan definisi mengenai 
leasing yang terdapat pada surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, 
Menteri Perindustrian dan menteri Perdagangan Republik Indonesia No. KEP-
122/MK/IV/2/1974, 32/M/SK/2/1974, 30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974, 
akan jelas bagi kita bahwa perusahaan leasing yang mendapat izin operasi 
berdasarkan Surat Keputusan Bersama ini adalah dalam jenis finance lease.68 
2. Operating lease 
Pada operating lease, lessor membeli barang dan kemudian menyewakan 
kepada lessee untuk jangka waktu tertentu. Dalam praktek lessee membayar 
rental yang besarnya secara keseluruhan tidak meliputi harga barang serta biaya 
yang telah dikeluarkan oleh lessor. 
                                                             
68 Eddy P. Soekadi, Mekanisme Leasing  (Cet. 2; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), h. 21 
 
58 
 
 
 
Di dalam menentukan besarnya rental, lessor tidak memperhitungkan 
biaya-biaya tersebut karena setelah masa lease berakhir diharapkan harga barang 
tersebut masih cukup tinggi. Di sini secara jelas tidak ditentukan adanya nilai 
sisa serta hak opsi bagi lessee, setelah masa lease berakhir lessor merundingkan 
kemungkinan dilakukannya kontrak lease yang baru dengan lessee yang sama 
atau juga lessor mencari calon lessee yang baru. Dari adanya beberapa kontrak 
lease ini lessor mengharapkan keuntungannya. Di samping hal tersebut, lessor 
juga mengharapkan adanya kemungkinan keuntungan dari hasil penjualan 
barang tersebut setelah masa lease berakhir. Pada operating lease ini biasanya 
lessor bertanggung jawab mengenai perawatan barang tersebut. 
Barang-barang yang sering digunakan dalam operating lease ini terutama 
barang-barang yang mempunyai nilai tinggi seperti alat-alat berat, traktor, 
mesin-mesin dan sebagainya 69 . Tujuan utama dari operating lease ini ialah 
menjual barang modal itu apabila kelak telah habis jangka waktu perjanjian 
lease, sehingga untuk ini dapat diberikan syarat-syarat yang lebih ringan/lunak. 
Syarat-syarat yang lebih ringan ini antara lain berupa harga sewa/cicilan 
jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga sewa dalam finance lease. Tarif 
sewa tidak meliputi pajak, biaya service, asuransi. Oleh karenanya sistem ini 
disebut juga true lease. Biaya-biaya yang diperhitungkan dalam sewa antara lain 
adalah harga barang (cif), bea masuk, bongkar muat dipelabuhan, transpor dan 
persentase sewa. Risiko pemilikan selama jangka waktu leasing menjadi 
tanggung jawab lessor, karena itu pajak kekayaan menjadi tanggungan lessor 
juga. 
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Harga nilai sisa masih cukup tinggi, demikian juga jangka waktu sewa 
pendek, jauh lebih kurang dari masa kegunaan barangnya. Lessee (si penyewa) 
dapat memutuskan perjanjian secra sepihak asal dengan pemberitahuan maksud 
pemutusan hubungan sewa secara tertulis dalam waktu yang layak. Sebagai 
konsekuensinya lessee harus membayar harga sewa penuh, risiko yang berupa 
turunnya nilai barang, rusak yang biasa ditanggung oleh pemilik, dapat 
dimasukkan dalam perjanjian untuk ditanggung oleh lessee.70 
Di dalam melakukan pembahasan mengenai leasing, maka yang akan 
diuraikan sebagaian besar mengenai finance lease, finance leasesendiri 
sebetulnya masih bisa kita bedakan menjadi dua, yaitu yang berbentuk direct 
finance lease dan sale and lease back. 
a. Direct finance lease  
Transaksi ini terjadi jika lessee sebelumnya belum pernah memiliki 
barang yang dijadikan obyek lease. Secara sederhana bisa dikatakan bahwa 
lessor membeli suatu barang atas permintaan lessee dan dipergunakan oleh 
lessee. Yang  bisa kita perhatikan dari transaksi ini ialah lessee memerlukan 
suatu barang untuk kepentingan proses produksi dalam usahanya. 
b. Sale and lease back  
Sesuai dengan namanya, dalam transaksi ini lessee  menjual barang yang 
sudah dimilikinya kepada lessor, kemudian dilakukan suatu kontrak leasing 
antar lessor dan lessee. 
Sale and lease back ini merupakan suatu cara pembiayaan yang mana 
pemilik equipment menjual hak miliknya kepada lessor kemudian lessormenjual 
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kembali equipmenttersebut kepada pemiliknya, bentuk perjanjian ini diadakan 
apabila lessee (biasanya perusahaan besar) ingin menutup defisit yang telah 
diperkirakan akan terjadi. Dalam hal ini lessee menjual hak miliknya atas 
equipment tersebut dan menahan hak pakainya. 
Di samping adanya bentuk-bentuk lease seperti yang telah disebutkan di 
atas, ada bentuk-bentuk lain dari leasing yang perlu diterangkan di sini. Bentuk 
leasing tersebut yaitu leverage lease dan cross border lease. 
Leverage lease ini adalah merupakan finance lease. Namun di dalam 
pelaksanaannya leverage lease ini jauh lebih kompleks serta melibatkan pihak 
ketiga, selain daripada lessee dan lessor, ada juga pihak ketiga yang disebut 
sebagai credit provider. Lessor tidak membiayai barang tersebut hingga sebesar 
100%  dari harga barang melainkan hanya antara 20% hingga 40%, kemudian 
sisa dari harga barang tersebut akan dibiayai oleh pihak ketiga, biasanya 
leverage lease ini dilakukan terhadap barang-barang yang mempunyai nilai yang 
tinggi. 
Cross border lease, transaksi pada jenis ini merupakan suatu transaksi 
leasing yang dilakukan dengan melewati batas suatu negara, dengan demikian 
antara lessor dan lessee terletak pada dua negara yang berlainan. Karena segi 
hukum dan perpajakan masing-masing negara belum tentu sama diperlukan 
penanganan yang khusus untuk transaksi jenis ini. 
Cross border lease saat ini banyak dilakukan di negara-negara maju 
seperti di Eropa atau di Amerika Serikat, barang-barang atau peralatan yang 
ditransaksikan dalam cross border lease ini juga meliputi nilai jutaan dolar 
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seperti misalnya pesawat terbang jet. Pemerintah Indonesia hingga saat ini 
belum mengizinkan adanya transaksi cross border lease ini. 
Dalam perjanjian leverage lease maupun cross border lease ini masing-
masing memerlukan penguasaan perpajakan, segi-segi hukum serta accaunting 
yang mendalam bagi pihak-pihak yang terlibat. Di samping itu pula prinsip-
prinsip yang digunakan dalam transaksi ini juga masih terus mengalami 
perubahan sehingga ada unsur-unsur risiko serta ketidakpastian.71 
E. Perizinan Usaha Leasing di Indonesia 
Usaha leasing di Indonesia belum diatur dalam undang –undang khusus 
yang mengatur ketentuan tentang leasing. Pengaturan masalah tersebut masih 
dalam tingkat keputusan menteri dan peraturan-peraturan lain di bawahnya. 
Untuk melakukan leasing sebagai kegiatan usaha menurut Surat Keputusan 
Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Pedagangan 
Nomor: Kep-122/MK/IV/2/1974, nomor: 32/M/SK/2/1947 dan nomor: 
30/Kpb/I/74, tertanggal 7 Pebruari 1974, harus memperoleh izin usaha dari 
Menteri Keuangan. Pemberian izin usaha tersebut setelah mendengar 
pertimbangan/rekomendasi Bank Indonesia. Untuk badan-badan usaha yang 
bukan lembaga keuangan diperlukan adanya rekomendasi/pertimbangan dari 
Departemen Perdagangan. 
Usaha leasing dapat diberikan kepada Lembaga Keuangan, Badan Usaha 
tersendiri baik berbentuk perusahaan Nasional maupun perusahaan campuran. 
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Adapun persyaratan-persyaratan untuk memperoleh izin usaha leasing bagi 
Lembaga Keuangan adalah sebagai berikut72: 
1. Telah memenuhi persyaratan-persyaratan dan dengan demikian 
memperoleh izin usaha sebagai Lembaga Keuangan. 
2. Untuk kegiatan leasing yang dilakukan harus mempunyai tata 
usaha/pembukuan tersendiri. 
3. Telah mempunyai rekomendasi/pertimbangan dari BI  
4. Menyampaikan feasibility study dan rencana pembiayaan usaha untu 
sedikitnya 3 tahun mendatang. 
5. Tidak akan mempekerjakan tenaga warga negara asing, kecuali atas 
persetujuan Menteri Keuangan. 
6. Dalam organisasi perusahaan akan dipekerjakan sedikitnya seorang 
tenaga ahli di bidang hukum, seorang akuntan dan seorang tenaga ahli di 
bidang di mana usaha leasing itu akan dititikberatankan  
7. Dalam hal diperlukan adanya asuransi, maka penutupannya harus 
dilakukan pada perusahaan asuransi yang ada di Indonesia 
8. Barang-barang yang di-lease harus diambil dari produksi dalam negeri, 
kecuali apabila produksi dalam negeri itu belum memungkinkan. 
Pengecualian ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri 
Keuangan 
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9. Mempunyai ruang kantor yang tetap dan beralamat jelas sedangkan 
setiap pembukaan kantor-kantor cabang harus dengan persetujuan 
Menteri Keuangan  
Persyaratan-persyaratan untuk memperoleh izin usaha leasing bagi 
Perusahaan Nasional adalah sebagai berikut:Berbentuk perseroan terbatas dan 
pendirinya berdasarkan hukum Indonesia . 
1. Seluruh modal saham dimiliki oleh warga negara Indonesia . 
2. Dalam tahap pertama modal yang disetor sedikitnya sebesar Rp.50 juta  
3. Telah mempunyai rekomendasi/pertimbangan dari Departemen 
Perdagangan 
4. Menyampaikan feasibility study dan rencana pembiayaan usaha untuk 
sedikitnya  
5. Tidak akan mempekerjakan tenaga warga negara asing, kecuali atas 
persetujuan Menteri Keuangan 
6. Dalam organisasi perusahaan akan dipekerjakan sedikitnya seorang 
tenaga ahli di bidang hukum, seorang akuntan dan seorang tenaga ahli di 
bidang di mana usaha leasing itu akan dititikberatankan  
7. Dalam hal diperlukan adanya asuransi, maka penutupannya harus 
dilakukan pada perusahaan asuransi yang ada di Indonesia 
8. Barang-barang yang di-lease harus diambil dari produksi dalam negeri, 
kecuali apabila produksi dalam negeri itu belum memungkinkan. 
Pengecualian ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri 
Keuangan 
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9. Mempunyai ruang kantor yang tetap dan beralamat jelas sedangkan 
setiap pembukaan kantor-kantor cabang harus dengan persetujuan 
Menteri Keuangan  
Persyaratan-persyaratan untuk memperoleh izin usaha leasing bagi 
Perusahaan Campuran adalah sebagai berikut: 
1. Berbentuk perseroan terbatas dan pendirinya berdasarkan hukum 
Indonesia . 
2. Dalam tahap pertama modal yang disetor sedikitnya sebesar Rp 150 juta  
3. Dalam waktu 10 tahun, mayoritas pemilikan saham harus berada di 
tangan warga negara Indonesia 
4. Telah mempunyai rekomendasi/pertimbangan dari Departemen 
Perdagangan 
5. Menyampaikan feasibility study dan rencana pembiayaan usaha untuk 
sedikitnya  
6. Tidak akan mempekerjakan tenaga warga negara asing, kecuali atas 
persetujuan Menteri Keuangan 
7. Dalam organisasi perusahaan akan dipekerjakan sedikitnya seorang 
tenaga ahli di bidang hukum, seorang akuntan dan seorang tenaga ahli di 
bidang di mana usaha leasing itu akan dititikberatankan  
8. Dalam hal diperlukan adanya asuransi, maka penutupannya harus 
dilakukan pada perusahaan asuransi yang ada di Indonesia 
9. Barang-barang yang di-lease harus diambil dari produksi dalam negeri, 
kecuali apabila produksi dalam negeri itu belum memungkinkan. 
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Pengecualian ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri 
Keuangan 
10. Mempunyai ruang kantor yang tetap dan beralamat jelas sedangkan 
setiap pembukaan kantor-kantor cabang harus dengan persetujuan 
Menteri Keuangan  
Persyaratan-persyaratan untuk memperoleh izin usaha leasing bagi agen 
tunggal (sole agency) adalah sebagai berikut: 
1. Perusahaan Nasional dan pendirinya berdasarkan hukum Indonesia  
2. Untuk usahanya sebagai agentunggal telah mempunyai izin dari 
Departemen Perdagangan dan/atau Departemen Perindustrian  
3. Usaha leasing yang akan dijalankan hanya untuk barang-barang modal 
untuk mana ia menjadi agen tunggalnya di Indonesia  
4. Mempunyai persetujuan dengan pabrik yang diwakilinya untuk kegiatan 
leasing yang akan dilakukan  
5. Menyampaikan feasibility study dan rencana pembiayaan usaha untuk 
sedikitnya  
6. Tidak akan mempekerjakan tenaga warga negara asing, kecuali atas 
persetujuan Menteri Keuangan 
7. Dalam organisasi perusahaan akan dipekerjakan sedikitnya seorang 
tenaga ahli di bidang hukum, seorang akuntan dan seorang tenaga ahli di 
bidang di mana usaha leasing itu akan dititikberatankan  
8. Dalam hal diperlukan adanya asuransi, maka penutupannya harus 
dilakukan pada perusahaan asuransi yang ada di Indonesia 
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9. Barang-barang yang di-lease harus diambil dari produksi dalam negeri, 
kecuali apabila produksi dalam negeri itu belum memungkinkan. 
Pengecualian ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri 
Keuangan 
10. Mempunyai ruang kantor yang tetap dan beralamat jelas sedangkan 
setiap pembukaan kantor-kantor cabang harus dengan persetujuan 
Menteri Keuangan  
Di samping persyaratan-persyaratan tersebut di atas, maka perusahaan 
leasing dilarang: 
1. Menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito, tabungan maupun 
memberikan kredit/pinjaman uang, mengeluarkan jaminan bagi pihak 
ketiga atau usaha-usaha perbankan lainnya 
2. Melakukan usaha leasing di indonesia, apabila tidak berkedudukan di 
Indonesia 
Prosedur mengajukan permohonan izin usaha adalah sebagai berikut: 
1. Pemohon mengisi dan menandatangani foemulir permohonan izin usaha 
(rangkap 3). Formulir ini telah tersedia pada Direktorat Jenderal Moneter, 
Direktorat Lembaga-lembaga Keuangan. 
2. Permohonan izin usaha diajukan kepada Menteri Keuangan. Tembusan 
permohonan tersebut disampaikan: 
a. Direksi Bank Indonesia, atau 
b. Departemen Perdagangan Direktorat Lembaga-lembaga Perdagangan 
dan/atau Departemen Perindustrian menurut bidangnya masing-masing 
(permohonan oleh bukan lembaga keuangan)  
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3. Permohonan harus dilampiri: 
a. Anggaran Dasar atau rancangan Anggaran Dasar dalam hal perusahaan baru 
b. Laporan keuangan perusahaan, sedapat mungkin 3 tahun buku terakhir, 
kecuali bagi perusahaan baru 
c. Menyampaikan feasibility study dan rencana pembiayaan usaha untuk 
setidaknya 3 tahun mendatang  
d. Bagi perusahaan-perusahaan yang telah bergerak di bidang leasing pada 
tanggal 6 Mei 1974, permohonan izin usaha harus diajukan selambat-
lambatnya dalam waktu 3 bulan setelah tanggal tersebut. 
4. Izin usaha diberikan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar 
pertimbangan dari Direksi Bank Indonesia dan/atau Departemen 
Perdagangan, Direktorat Lembaga-lembaga Perdagangan dan/atau 
Departemen Perindustrian, menurut bidangnya masing-masing.73 
F. Marketing Dalam Leasing 
Pengertian marketing menurut American Marketing Association adalah: 
the performance of business activities that direct the flow of goods and services 
from producer to consumer or user. 74  Pada perusahaan leasing sebagai 
produceria menawarkan jasa leasing-nya kepada consumer yang dalam hal ini 
kita sebut sebagai lesse atau calon lessee. 
Dilihat dari segi produk yang ditawarkan, maka menawarkan jasa leasing 
tidak sama dengan menawarkan barang-barang untuk keperluan rumah tangga. 
Di dalam menawarkan jasa leasing ini banyak faktor yang perlu diperhatikan 
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apabila sales menjual suatu barang misalnya barang untuk keperluan rumah 
tangga, maka apabila barang tersebut telah laku itu bisa mengatakan bahwa 
tugas utama sales telah selesai dan tinggal kita hitung keuntungannya. 
Di dalam leasing tugas-tugas marketing tidak sesederhana itu, kita tidak 
bisa mengklaim bahwa sales telah menghasilkan kontrak leasing sebesar sekian 
juta rupiah dan telah memberikan keuntungan sekian persen kepada perusahaan. 
Selama masa periode leasing belum berakhir maka masih banyak hal yang bisa 
terjadi termasuk kemungkinan lessee jatuh pailit. 
Berikut adalah beberapa hal yang akan saya bahas mengenai marketing 
dalam leasing: 
1. Sumber-sumber Marketing 
Di dalam merencanakan suatu marketing biasanya kita tentukan sasaran-
sasaran yang memungkinkan bisa didapatkannya kesempatan-kesempatan bisnis 
yang kita harapkan. Untuk menjual jasa leasing adalah tidak mungkin jika kita 
berdiam diri dan menunggu hingga calon lessee datang kepada kita, adapun  
beberapa sumber-sumber untuk mendapatkan calon lessee adalah sebagai 
berikut: 
a. Share holder 
Para pemegang saham merupakan sumber referensi yang baik bagi 
perusahaan-perusahaan leasing sebagian besar dari pemegang saham ini adalah 
merupakan bank-bank atau lembaga keuangan bukan bank lainnya. Calon 
lesseeyang diperkenalkan kepada kita biasanya mempunyai kualitas serta 
karakter yang baik. Untuk itu komunikasi yang baik dengan para pemegang 
saham adalah perlu. 
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b. Supplier  
Supplier adalah pihak yang menyediakan barang-barang kebutuhan 
lessee dari supplier ini kita bisa juga mendapatkan informasi yang berguna, 
namun karena supplier ini hanya berkepentingan atas lakunya barang-barangnya 
maka kita harus hati-hati dalam menganalisa lessee ini. 
c. Melalui lessee 
Bisa juga kita peroleh referensi dari lessee yang sudah lama mengadakan 
kontrak leasing dengan kita, hal yang perlu kita perhatikan di sini adalah 
hubungan antara lessee tersebut dengan calon lessee ini. 
d. Secara Langsung 
Yaitu dengan cara mendatangi langsung kepada calon lessee. 
2. Fungsi Account Officer 
Salesman yaitu orang-orang yang mempunyai tugas untuk menjual 
produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan produk tersebut bisa berupa 
barang-barang keperluan sehari-hari, barang-barang keperluan industri atau juga 
berupa jasa. Di dalam dunia perbankan atau pada perusahaan leasing para 
salessman ini biasa disebut dengan Account Officer, Marketing Officer atau 
Lease Officer. 
Tugas-tugas utama dari Account Officer ini adalah  
a. Menjual jasa leasing kepada client 
b. Menjual client kepada credit committee 
Ada 2 faktor utama mengapa dibutuhkan Account Officer: pertama, yaitu 
faktor kompetisi, dengan semakin banyaknya perusahaan leasing di Indonesia 
termasukbank dan lembaga keuangan lainnya, maka diperlukan tenaga-tenaga 
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marketing yang bisa memberikan jalan keluar atas problem keuangan. 
Kebalikannya, dipandang dari sudut client ia melihat banyaknya perusahaan 
yang menawarkan jasa yang sama atau hampir sama untuk itu ia mempunyai 
banyak pilihan untuk menentukan kepada siapa ia akan melakuan transaksi 
leasing-nya. Melihat kompetensi yang semakin ketat ini maka spread atau 
margin yang kita peroleh akan menjadi semakin tipis. 
Kedua, jasa leasing merupakan suatu produk yang tidak semua orang 
bisa kita berikan untuk itu diperlukan pengamatan dan pengumpulan data serta 
informasi yang lengkap sehingga kita bisa secara yakin memberikan fasilitas 
leasing kepadanya. Seandainya kita salah dalam menganalisa lessee  tersebut, 
ada kemungkinan bahwa selama masa periode leasing lessee tersebut mengalami 
berbagai kesulitan di dalam menjalankan usaha-usaha nya. Tentu hal ini akan 
berpengaruh terhadap kewajibannya dalam membayar lease rental perlu di ingat 
bahwa seandainya terjadi default maka pihak lessorlah yang menderita kerugian, 
memang barang yang menjadi objek lease bisa dijual namun harga jual tersebut 
biasanya tidak sesuai dengan sisa pinjaman yang belum kembali. Dengan 
kecilnya margin yang diperoleh lessor maka diperlukan waktu yang lama untuk 
bisa merecover kerugian tersebut. 
Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang tidak kecil tersebut maka 
diperlukan seorang Account Officer yang efektif, Account Officer ini paling tidak 
harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. Risk taker 
Tidak dimaksudkan di sini bahwa Account Officer haruslah serba tergesa-
gesa dan kurang hati-hati tetapi seorang Account Officer harus mampu untuk 
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melakuan suatu keputusan yang penting untuk keadaan-keadaan tertentu dan 
karena hanya Account Officer yang tahu secara detail keadaan serta latar 
belakang dari calon lessee tersebut, maka dia harus bisa mempertahankan 
argumentasinya di dalam credit committee 
b. Innovator  
Seorang Account Officer diharapkan mampu melakukan beberapa 
perubahan-perubahan selain dari pada batasan-batasan yang ada mengenai 
produk yang ditawarkan serta Account Officer dituntut untuk lebih inovatif agar 
dapat lebih competitive dalam mengajukan penawaran kepada client. Perlu 
diingat bahwa pengetahuan leasing bukanlah merupakanexact science yang kaku 
justru keberhasilan seorang Account Officer terletak pada mampunya 
menyesuaikan jasa leasing dengan problem yang sebenarnya di hadapi calon 
lessee. 
c. Stingy  
Meskipun untuk usaha marketing diperlukan dana yang tidak sedikit, 
namun seorang Account Officer yang baik akan memperhatikan setiap sen yang 
dikeluarkan untuk bisa memberikan hasil yang sesuai dengan target. 
d. Realistic  
Seorang Account Officer harus realistis dalam melakukan penilaian atas 
keadaan market seta dalam menentukan target positive mental thingking 
memang perlu, namun optimisme yang berlebihan justru akan menjadikannya 
frustasi jika tidak bisa mencapai apa yang diharapkan  
e. Corporate thinker 
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Karakteristik yang satu ini sangat penting karena setiap hal yang 
dilakukan oleh Account Officer haruslah untuk kepentingan perusahaan tentu 
tidak benar apabila seorang Account Officer melalukan keputusan yang hanya 
mementingkan tujuan pribadinya. Kepercayaan yang diberikan perusahaan 
hendaknya mampu memotivasi agar setiap berfikir dan bertindak selalu pada 
kepentingan perusahaan. 
f. Qualified  
Tidak ada batas untuk mencapai sukses dalam bidang marketing. Hal-hal 
yang perlu diperhatikan ialah penguasaan interpersonal skills secara baik juga 
diperlukan kemampuan untuk membaca situasi serta mempunyai ketajaman 
pandangan dalam melihat kesempatan-kesempatan yang ada. 
g. Well informed  
Pengetahuan seorang Account Officer hendaklah selalu up to datearena 
berbagai perubahan yang terjadi harus diikuti terutama mengenai kegiatan 
perekonomian, keuangan, tren-tren yang terjadi dan lain sebagainya, untuk itu 
pemilihan bahan bacaan yang tepat sangatlah perlu. 
3. Rencana Marketing 
Agar dalam melakukan usaha marketing ini bisa mencapai hasil yang 
maksimal diperlukan suatu perencanaan yang matang pada dasarnya 
perencanaan tersebut meliputi tahpan-tahapan yang antara satu dengan lainnya 
saling berkaitan. Berbagai tahapan yang dimaksudkan di sini adalah: 
a. Persiapan  
Pertama, siapa yang hendak ita kunjungi?, menentukan perusahaan-
perusahaan yang tepat untuk dikunjungi adalah salah satu persiapan yang harus 
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dijalani jangan sampai kita membuang-buang energi dengan mengunjungi 
perusahaan-perusahaan yang tidak memberikan potensi bisnis. Kedua, 
penyelidikan yang lengkap atas client yang ingin kita kunjungi makin banyak 
informasi yang kita peroleh akan semakin baik. Ketiga, apa yang kita harapkan 
dari kunjuangan tersebut?, jangan terlalu ditekankan tentang apa yang bisa kita 
jual pada kunjungan-kunjungan awal sebaiknya dengarkan dan perhatikan, apa 
yang sebetulnya diperlukan oleh client tersebut. 
b. Kembangkan suasana intim 
Diperlukan waktu 4 menit pada saat melakukan kunjungan untuk 
membina suasana akrab biasanya penyelidikan sebelumnya bisa memberian 
beberapa informasi yang berguna untuk bisa dijadikan pembuka pembicaraan 
misalnya lukisan di dinding, foto keluarga, majalah-majalah dan lain sebagainya. 
Tujuan utama dari metode ini adalah untuk menghilangkan suasana tegang serta 
memberikan kesempatan kepada lawan bicara kita untuk bersikap lebih terbuka 
jangan berlebihan dalam melakukan pembicaraan pembukaan ini, segeralah 
menuju pada pembicaraan pokok pada saat yang tepat. Apabila kita tidak 
berhasil dalam menguasai menit-menit pertama ini akibatnya adalah sikap 
defensiveness dari lawan bicara kita terus berepanjangan hingga akhir 
pembicaraan. 
c. Tentukan problem utamanya 
Dalam membina hubungan bisnis cara yang paling mudah adalah 
mencari kesulitan atau problem yang dihadapi oleh client tersebut dan 
berpangkal dari hal tersebut kemudian tawarkan beberapa jalan keluar serta 
pemecahannya, di sini kemampuan untuk menjadi pendengar yang baik adalah 
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sangat pentig. Dalam kenyataanya banyak Account Officeryang berbicara terlalu 
banyak tanpa memberi kesempatan kepada client tersebut untuk mengutarakan 
pendapatnya atau kesulitannya untuk itu, lontarkanlah pertanyaan-pertanyaan 
kepadanya dan kemudian dengarkanlah. 
d. Tahap penegasan  
Setelah pertemuan tersebut hendaknya kita teruskan dengan tahap 
berikutnya yaitu tahap penegasan dari hasil pembicaraan kita bisa tentukan 
beberapa potensi bisnis yang mungkin bisa dikembangkan.  
e. Berikan pemecahan secara terperinci 
Setelah adanya penegasan di mana client tersebut juga memberi isyarat 
atau respon untuk kemungkinan adanya bisnis lebih lanjut, maka mulai saat 
tersebut client akan lebih banyak bersifat sebagai pendengar kemudian tawarkan 
perkenalan secara formal yang bisa diikuti oleh staf lainnya atau juga bisa 
dilakukan dengan kunjungan biasa. 
f. Kesepakatan 
Tahap ini merupakan tahap penutup dari tahap-tahap penjualan di sini 
Account Officer bisa menanyakan berbagai kemungkinan serta point mana yang 
akan di tempuh, bisa juga Account Officer menawaran proposal secara resmi. 
g. Follow up 
Hubungan bisnis yang baik adalah jika menguntungkan kedua belah 
pihak dan berlangsung terus-menerus dengan diperolehnya kesepakatan 
hendaknya hal ini dijadikan sebagai awal hubungan yang baik kemudian 
dengarkanlah keluhan-keluhannya dan tanyakan kepadanya mengenai rencana-
rencana pengembangan bisnisnya. 
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4. Cold Calling 
Yaitu suatu pendekatan yang dilakukan oleh seorang Account Officer 
kepada Finance Director suatu perusahaan, di mana perusahaan ini belum 
pernah kenal sebelumnya.Cold Calling ini antara Account Officer dengan 
Finance Director yang bersangkutan jadi, bukan antara lessor dan lessee di sini 
tidak bisa diharapkan bahwa Account Officer tersebut memperoleh tanggapan 
positif karena ia mewakili suatu perusahaan leasing yang ternama misalnya. 
Interpersonal skillyang baik sangat diperlukan agar bisa menarik perhatian 
Finance Director tersebut. 
Cold Call yang paling ideal adalah jika pertemuan tersebut telah diatur 
sebelumnya oleh pihak ketiga, tentunya pihak ketiga telah mengenal Account 
Officer maupun Finance Director dari perusahaan yang ingin kita kunjungi 
sayangnya kesempatan ini jarang sekali terjadi. Kemudian upaya apakah yang 
bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan hasil yang baik? 
G.  Analisa Kredit Untuk Keperluan Leasing 
Analisa kredit untuk keperluan leasing pada dasarnya tidaklah banyak 
mempunyai perbedaan dengan analisa kredit untuk perbankan bagi mereka yang 
telah mempunyai pengalaman di bagian analisa kredit dari salah satu bank 
diharapkan tidak akan banyak mengalami kesulitan dalam menganalisa kredit 
untuk keperluan leasing. 
Analisa kredit merupakan suatu alat bagi kreditur untuk mengadakan 
penilaian perusahaan mengenai kegiatan masa lalunya dari penelian ini bisa 
diperkirakan tentang apa-apa yang akan terjadi di masa lalu yang akan datang 
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dan selain itu bisa diperkirakan tentang kemampuan perusahaan tersebut dalam 
memenuhi kewajiban-kewajiban hutangnya. 
Berbagai pendapat serta aliran dalam melakukan analisa kredit saat ini 
banyak beredar yang antar satu dan lainnya mempunyai alasan-alasan sendiri ada 
yang menganggap bahwa data-data keuangan adalah mutlak dan ada pula yang 
menganggapnya sebagai informasi tambahan. Disamping itu ada aliran yang 
sangat konservatif dan ada pula yang terlalu agresif. 
Mereka yang beraliran konservatif ini hanya mempercayai data-data 
masa lampau, dari data masa lampau tersebut mereka menilai kemampuan yang 
telah berhasil dicapai ekspektasi keuangan yang terlalu optimis tidak akan 
dipercayainya. Salah satu skenario yang terkenal dari aliran ini ialah worst case 
scenario di mana ekspeksi keuangan didasarkan zero growth rate. Meskipun 
perusahaan tersebut telah mampu membutikan rekor yang bagus di masa lalu 
yaitu dengan telah mencapai perkembangan positif namun untuk kepentingan 
analisa kredit selalu digunakan asumsi zero growth rate, dengan demikian untuk 
perusahaan-perusahaan yang baru belum mempunyai rekor masa lampau akan 
sulit untu mendapatkan approval. 
Aliran atau paham yang lain yaitu paham agresif yang merupakan 
kebalikan dari paham konsevatif , golongan yang mangikuti aliran ini lebih bisa 
menerima ekspektasi yang masuk akal dan yang bisa dipertanggungjawabkan 
sebagai kreditur mereka banyak memberi kesempatan-kesempatan kepada para 
innovator yang kreatif namun tidak memiliki modal  
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Sementara itu Prof. Dr. Njoo Hong Hwie membedakan para kreditur 
dalam beberapa golongan, yaitu75: 
a. Golongan pesimis tulen 
Golongan ini merupakan golongan yang pesimis sehingga menghendaki 
kepastian atau jaminan yang cukup besar untuk modal yang akan diberikan 
berhubung dengan itu golongan kreditur ini hanya akan menanamkan modalnya 
pada usaha-usaha yang tidak banyak mengandung risiko meskipun 
keuntungannya tidak besar yang penting baginya adalah keamanan dari modal 
yang ditanamnya. 
b. Golongan pesimis biasa  
Golongan ini pada dasarnya pesimis akan tetapi karena melihat 
kesempatan yang menurutnya baik maka golongan ini berani bertaruh 
menanaman modalnya, jadi mereka ini menggunakan kesempatan yang 
menurutnya baik dan akan memberikan hasil padanya. 
c. Golongan optimis tulen  
Golongan ini merupakan golongan orang-orang yang optimis dan 
golongan orang-orang ini berani menanggung risiko yang besar asalkan mereka 
melihat adanya kemunginan mendapatkan keuntungan yang besar denagn 
demikian merea selalu bersedia menanaman modalnya meskipun mengahadapi 
risiko yang besar asal ada kemungkinan mendapatkan keuntungan yang besar 
pula. 
d. Golongan optimis biasa 
                                                             
75 Njo Hong Hwie, Modal Laba (Rendemen) Badan Usaha Sebagai Jaminan Bagi Para 
Kreditur (Cet. 1; Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit  Gadjah Mada, 1958), h.86 
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Golongan yang pada dasarnya optimis tapi kadang-kadang pesimis tetapi 
karena sering mengalami kerugian sehingga mereka cenderung hati-hati dalam 
menanamkan modalnya. 
Adanya berbagai paham atau golongan tersebut yang manakah yang 
paling baik? Sebagian besar orang akan berpendapat bahwa berada di tengah-
tengah adalah yang paling baik, terlalu konservatif atau pesimis itu kurang baik 
sebaliknya terlalu agresif atau optimis berarti harus menghadapi risiko yang 
besar. 
Risiko merupaan faktor utama yang dijadikan bahan pertimbangan dalam 
analisa kredit berdasarkan asas ini analisa kredit berusaha menilai berapa besar 
risiko yang ada dalam suatu kredit, memang dalam segala hal kita tidak bisa 
terlepas dari adanya suatu risiko tugas kita adalah bagaimana memperhitungkan 
berbagai kemungkinan untuk kemudian memilih risiko yang terkecil.76 
H.  Dasar  Hukum Dalam Perjanjian Leasing 
1. Al-Qur’an  
Terdapat beberapa surat didalam Al-Qur’an yang menjelaskan tentang 
hukum leasing yaitu : 
Allah berfirman dalam QS. Al-Qasas/28: 26 
 
ْرَت اْلقَِويُّ  اْستَأْجَ َر َمنِ اِن  َخيْ ٓ  اَبَِت اْستَأِْجْرهُ ٓ  قَالَْت اِْحٰدىُهَما يٰ 
 اَْلَِمْينُ 
 
Terjemahnya : 
salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia 
sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang 
                                                             
76 Eddy P. Soekadi, Mekanisme Leasing  (Cet. 2; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), h. 47 
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paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang 
kuat lagi dapat dipercaya.77 
Ayat tersebut menggambarkan tentang anak perempuan orang tua itu 
kagum kepada Musa, melihat kekuatan fisiknya dan kewibawaannya ketika 
mengambil air minum ternak serta kesantunannya ketika berjalan menuju rumah 
dan selanjutnya salah seorang dari kedua perempuan itu yang datang 
mengundang musa. 
Ayat tersebut menjelaskan mengenai apabila ingin mempekerjakan 
seseorang, maka yang perlu dilihat adalah kuat dan dapat dipercaya. Ayat ini 
dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang ingin melakukan transaksi leasing, 
baik itu pihak lessor maupun lessee. Apalagi leasing ini merupakan transaksi 
yang berlandaskan kepercayaan yang apabila salah satunya melakukan 
wanprestasi tentu akan menyulitkan kedua belah pihak. 
Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2: 275 
 
ُ اْلَبْيعَ  ٰبوا َواََحل  ّٰللاه َم الر ِ  ٓۗ َوَحر 
 
Terjemahnya : 
Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.78 
 
Orang-orang yang memakan riba yakni melakukan transaksi riba dengan 
mengambil atau menerima kelebihan di atas modal dari orang yang butuh 
dengan mengeksploitasi atau memanfaatkan kebutuhannya. Mereka hidup dalam 
                                                             
77Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 390 
78Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 47 
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kegelisahan, tidak tentram jiwanya, selalu bingung, dan berada dalam 
ketidakpastiaan, sebab pikiran dan hati mereka selalu tertuju pada materi dan 
penambahannya. Itu yang akan mereka alami di dunia, sedangkan di akhirat 
mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu 
arah yang akan mereka tuju dan akan mendapatkan azab yang pedih.  
Yang demikian itu karena mereka berkata dengan bodohnya bahwa jual 
beli sama dengan riba dengan logika bahwa keduanya sama-sama menghasilkan 
keuntungan. Mereka beranggapan seperti itu, padahal Allah telah menghalalkan 
jual beli dan mengharamkan riba. Substansi keduanya berbeda, sebab jual beli 
menguntungkan kedua belah pihak (pembeli dan penjual), sedangkan riba sangat 
merugikan salah satu pihak. 
 
Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2: 282 
 
ى ى اَ ٓ   اِلٰ دَْينٍ ا اِذَا تَدَاَيْنتُْم بِ ٓ  اَيَُّها ال ِذْيَن ٰاَمنُوْ ٓ  يٰ  َسمًّ َجٍل مُّ
 ٓ  فَاْكتُبُْوهُ 
Terjemahnya : 
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.79 
 
Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang 
piutang untuk waktu pembayaran yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya untuk melindungi hak masing-masing dan untuk menghindari 
perselisihan. Dan hendaklah seorang yang bertugas sebgai penulis di antara 
                                                             
79Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 48 
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kamu menuliskannya dengan benar, jujur, dan adil, sesuai ketentuan Allah dan 
peraturan perundangan yang berlaku dalam masyarakat. 
Kepada para penulis diingatkan agar janganlah penulis menolak untuk 
menuliskannya sebagai tanda syukur, sebagaimana Allah telah mengajarkan 
kepadanya kemampuan membaca dan menulis, maka dia hendaklah menulis 
sesuai dengan pengakuan dan pernyataan pihak yang berutang dan disetujui oleh 
pihak yang mengutangi. 
Berdasarkan penggalan ayat al-qur’an diatas dapat diketahui bahwa 
bermuamalah yang dilakukan secara tidak tunai atau diangsur diperbolehkan 
menurut al-quran dengan ditentukan waktunya, ditulis akadnya, dan tidak 
mengandung unsur riba yang dapat merugikan salah satu pihak yang berakad. 
2. Dasar hukum substantif80 
Buku III KUHPerdata menganut sistem terbuka (open system), artinya 
para pihak bebas untuk mengadakan kontrak dengan siapapun, menentukan 
syarat-syaratnya, pelaksanaanya dan bentuk kontrak baik yang dikenal dalam 
KUHPerdata maupun di luar KUHPerdata. Perjanjian dapat digolongkan 
menjadi dua macam, yaitu perjanjian nominaat dan perjanjian innominaat. 
Kontrak atau perjanjian bernama (nominaat) merupakan kontrak-kontrak atau 
perjanjian yang dikenal di dalam KUHPerdata atau kontrak-kontrak yang 
bersifat umum seperti jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, persekutuan 
perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam-meminjam, pemberian 
kuasa, penanggungan utang perjanjian untung-untungan, dan perdamaian, 
                                                             
80  Marhaeni Ria Siombo, Lembaga Pembiayaan Dalam Persfektif Hukum (Cet. 
1;Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019),  h.36 
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sedangkan perjanjian tidak bernama (innominaat) merupakan perjanjian yang 
timbul, tumbuh dan berkembang dalam praktik dan di luar KUHPerdata. 
Artinya, bahwa perjanjian innominaat berlaku terhadap peraturan yang bersifat 
khusus, sebagaimana yang tercantum di dalam berbagai peraturan perundang-
undangan dan buku III KUHPerdata. Timbulnya perjanjian ini karena adanya 
asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1338 ayat 
(1) KUHPerdata sebagai akibat dari sistem terbuka (opensystem) yang dianut 
hukum perjanjian dalam KUHPerdata. 
Oleh karena itu, secara substansinya dasar hukum leasing adalah pasal 
1338 ayat 1 KUHPerdata. Hal ini berarti bahwa hukum perjanjian memberi 
kebebasan yang seluas-luasnya kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian 
tentang apa saja asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban 
umum dan kesusilaan. 
Untuk saat ini kontrak leasing sebagai kontrak innominaat yang diatur 
secara teknis dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Perindustrian, 
dan Perdagangan Nomor: Kep-122/MK/IV/2/1974, Nomor: 32/M/SK/2/1974, 
dan Nomor: 30/KPB/I/1974 tentang Perizinan Usaha Leasing masih tetap 
berlaku sebagai pedoman dalam kegiatan usaha leasing, selain peraturan terbaru 
perpres No. 9 Tahun 2009. Walaupun perjanjian leasing merupakan bentuk 
perjanjian innominaat, bentuk perjanjian tidak bernama yang tidak diatur dalam 
KUHPerdata tetapi hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat perjanjian tetap 
mengacu pada KUHPerdata.  
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BAB IV 
ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP HUKUM ISLAM 
DALAM PRAKTIK SEWA GUNA USAHA (LEASING) 
A. Transaksi Sewa Guna Usaha (leasing) dalam Hukum Perdata 
Buku III KUHPerdata menganut sistem terbuka (open system), artinya 
para pihak bebas untuk mengadakan kontrak dengan siapapun, menentukan 
syarat-syaratnya, pelaksanaanya dan bentuk kontrak baik yang dikenal dalam 
KUHPerdata maupun di luar KUHPerdata. Perjanjian dapat digolongkan 
menjadi dua macam, yaitu perjanjian nominaat dan perjanjian innominaat. 
Kontrak atau perjanjian bernama (nominaat) merupakan kontrak-kontrak atau 
perjanjian yang dikenal di dalam KUHPerdata atau kontrak-kontrak yang 
bersifat umum seperti jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, persekutuan 
perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam-meminjam, pemberian 
kuasa, penanggungan utang perjanjian untung-untungan, dan perdamaian, 
sedangkan perjanjian tidak bernama (innominaat) merupakan perjanjian yang 
timbul, tumbuh dan berkembang dalam praktik dan di luar KUHPerdata. 
Artinya, bahwa perjanjian innominaat berlaku terhadap peraturan yang bersifat 
khusus, sebagaimana yang tercantum di dalam berbagai peraturan perundang-
undangan dan buku III KUHPerdata. Timbulnya perjanjian ini karena adanya 
asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1338 ayat 
(1) KUHPerdata sebagai akibat dari sistem terbuka (opensystem) yang dianut 
hukum perjanjian dalam KUHPerdata. 
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Oleh karena itu, secara substansinya dasar hukum leasing adalah pasal 
1338 ayat 1 KUHPerdata. Hal ini berarti bahwa hukum perjanjian memberi 
kebebasan yang seluas-luasnya kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian 
tentang apa saja asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban 
umum dan kesusilaan. 
Keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara 
subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungannya 
dengan perjanjian innominaat berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan 
akibat hukum. Unsur-unsur yang tercantum dalam hukum perjanjian innominaat 
adalah sebagai berikut: 
a. Adanya kaidah hukum, kaidah hukum dapat dibedakan menjadi dua 
macam, yaitu kaidah hukum kontrak innominaat tertulis dan tidak tertulis . 
b. Adanya subjek hukum, subjek hukum adalah pendukung hak dan 
kewajiban. Subjek hukum dalam kontrak innominaat adalah  debitur dan 
kreditur, badan pelaksana dengan badan usaha atau usaha tetap, pengguna 
jasa dan penyedia jasa, dan lain-lain.  
c. Adanya objek hukum, objek hukum erat kaitannya dengan objek prestasi. 
Pokok prestasi dalam perjanjian innominaat tergantung pada jenis 
perjanjian yang dibuat oleh para pihak. 
d. Adanya kata sepakat, kata sepakat lazim disebut dengan konsensus. Kata 
sepakat merupakan persesuaian pernyataan kehendak para pihak tentang 
substansi dan objek kontrak. 
e. Akibat hukum, akibat hukum berkaitan dengan timbulnya hak dan 
kewajiban dari para pihak. 
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Untuk saat ini kontrak leasing sebagai kontrak innominaat yang diatur 
secara teknis dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Perindustrian, 
dan Perdagangan Nomor: Kep-122/MK/IV/2/1974, Nomor: 32/M/SK/2/1974, 
dan Nomor: 30/KPB/I/1974 tentang Perizinan Usaha Leasing masih tetap 
berlaku sebagai pedoman dalam kegiatan usaha leasing, selain peraturan terbaru 
perpres No. 9 Tahun 2009. Walaupun perjanjian leasing merupakan bentuk 
perjanjian innominaat, bentuk perjanjian tidak bernama yang tidak diatur dalam 
KUHPerdata tetapi hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat perjanjian tetap 
mengacu pada KUHPerdata. Menurut pasal 1320 KUHPerdata ada 4 syarat 
sahnya perjanjian yaitu: 
1. Syarat sah yang subyektif  
Disebut dengan syarat subyektif karena berkaitan dengan subyek 
perjanjian. Konsekuensi apabila tidak terpenuhinya salah satu dari syarat 
subyektif ini adalah bahwa kontrak tersebut dapat dibatalkan oleh salah satu 
pihak yang berkepentingan namun, apabila tindakan pembatalan tersebut tidak 
dilakukan, maka kontrak tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu 
kontrak yang sah. Syarat sah ini ada dua yaitu: 
a. Adanya persesuaian kehendak 
Agar suatu perjanjian dianggap sah oleh hukum, kedua belah pihak harus 
ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh perjanjian tersebut. 
Menurut pasal 1321 KUHPerdata untuk menentukan bahwa kata sepakat tidak 
sah apabila adanya paksaan dan penipuan 
b. Kecakapan berbuat menurut hukum 
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Pihak yang melakukan perjanjian haruslah orang menurut hukum 
memang berwenang membuat perjanjian tersebut. Sebagaimana pada pasal 1330 
KUHPerdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat 
perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Adapun 
orang yang tidak cakap menurut hukum adalah orang-orang yang belum dewasa, 
mereka yang berada di bawah pengampuan. Mengenai batasan usia tersebut 
terdapat beberapa ketentuan yang dapat menjadi acuan yakni: KUHPerdata pasal 
330 (21 tahun/sudah pernah menikah), UU No.1/1974 tentang perkawinan (18 
tahun), UU No.30/2004 tentang jabatan notaris (18 tahun/sudah pernah 
menikah), Yurisprudensi Put.MA tanggal 31 Oktober 1976 No.477K/Sip/1976 
(18 tahun). 
2. Syarat sah yang objektif 
Disebut dengan syarat objektif karena berkenaan dengan objek 
perjanjian. Konsekuensi hukum apabila tidak terpenuhinya salah satu syarat 
objektif adalah perjanjian batal demi hukum, jadi sejak perjanjian ini dibuat 
maka perjanjian tersebut batal, mengenai syarat sah ini ada dua yaitu: 
a. Objek/perihal tertentu 
Syarat perihal tertentu dimaksudkan bahwa suatu perjanjian haruslah 
berkenaan dengan hal yang tertentu  jelas dan dibenarkan oleh hukum. Mengenai 
hal ini dapat kita temukan dalam pasal 1332 dan 1333 KUHPerdata, pasal 1332 
KUHPerdata menentukan bahwa “hanya barang-barang yang dapat 
diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”, sedangkan pasal 
1333 KUHPerdata menentukan bahwa “suatu perjanjian harus mempunyai 
pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. 
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Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat 
ditententukan atau dihitung”. 
b. Sebab yang halal 
Suatu perjajian haruslah di buat dengan alasan yang sesuai dengan 
hukum yang berlaku jadi tidak boleh melakukan perjanjian yang isinya 
bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan/ketertiban umum (pasal 1337 
KUHPerdata). Selain itu pasal 1335 KUHPerdata juga menentukan bahwa suatu 
perjanjian dibuat karena suatu sebab yang palsu adalah tidak mempunyai kekuatan 
hukum. 
Dalam perjanjian leasing para pihak bebas menentukan bentuk perjanjian 
di antara mereka. Saat ini demi efisiensi maka perjanjian atau kontrak leasing 
sudah berbentuk perjanjian baku dengan format baku, yang dibuat oleh 
perusahaan leasing, dengan lessee (debitur) berlaku pilihan memilih syarat-
syarat yang diajukan dengan “take it” or “leave it”. Tetap bebas untuk 
menyatakan kehendaknya, menerima syarat-syarat tertulis yang diajukan oleh 
lessor atau menolakya. Perjanjian baku adalah perjanjian yang dibuat oleh 
seorang pelaku usaha atau pelaku bisnis dalam bentuk formulir tertentu yang 
telah disediakan terlebih dahulu dan akan diberlakukan kepada seluruh 
konsumen yang akan membeli suatu barang atau jasa tertentu.  
Dalam pembuatan isi perjanjian baku tidak mengikutkan pihak konsumen 
karena dari segi tujuannya adalah untuk menghemat waktu dan biaya sehingga 
lebih efisien. Karena bentuk perjanjian leasing sudah dalam bentuk formulir 
dengan rincian pasal berisi hak dan kewajiban kedua pihak, perjanjian atau 
kontrak baku dalam leasing sebaiknya memuat secara rinci tentang jenis 
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transaksi leasing, nama dan alamat masing-masing pihak, nama, jenis, tipe, dan 
lokasi penggunaan barang modal, harga perolehan, nilai pembiayaan leasing, 
angsuran pokok pembiayaan imbalan jasa leasing, nilai sisa, simpanan jaminan 
dan ketentuan asuransi atas barang modal yang di lease dan masa berlaku 
leasing. 
Ketentuan mengenai pengakhiran leasing yang dipercepat, penetapan 
kerugian, yang harus di tanggung lease, dalam hal barang modal yang di lease 
dengan hak opsi hilang, rusak, atau tidak berfungsi karena sebab apapun, 
tanggung jawab para pihak atas barang modal yang di leaskan. Semua isi 
formulir harus diketahui olehlessee sehingga maksud “kehendak yang bebas” 
memenuhi syarat sepakat. Hal yang paling penting  dalam perjanjian baku 
adalah itikad baik dari para pihak, pelaku usaha yang menyusun 
perjanjian/kontrak (lessor) maupun yang membutuhkan modal (lessee). Dengan 
demikian tidak penting lagi untuk mempertanyakan tentang kebebasan 
berkontrak dalam perjanjian/kontra baku. 
Putusnya perjanjian leasing karena tiga hal, yaitu karena (1) konsensus, 
(2) wanprestasi81, (3) force majeure 
1. Putusnya perjanjian leasing karena konsensus 
Sebagaimana perjanjian lainnya maka perjanjian leasingpun dapat 
diputuskan kapan saja jika para pihak pada perjanjian tersebut saling sepakat 
untuk itu. Hal ini merupakan prinsip yang berlaku umum dalam hukum 
perjanjian, pada umumnya hal tersebut secara eksplisit dicantumkan dalam 
                                                             
81 Agus Riyanto, Hukum Bisnis Indonesia(Cet. 1; Batam, Kepulaun Riau: CV Batam 
Publisher, 2018) h. 62 
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perjanjian ada dua jenis leasing,operating lease dan financial lease. Untuk 
operating lease, pemutusan kontrak bisa kapan saja dilakukan sepanjang kedua 
pihak sepakat untuk itu. Hal ini dikarenakan operating lease, lessor hanya 
menyewakan barang modal, tidak diberikan opsi untuk memiliki atau membeli 
barang modal di akhir masa leasing. 
Untuk financial lease pihak lessor memberi opsi untuk dapat memiliki 
atau membeli barang di akhir masa leasing maka pemutusan kontrak leasing 
secara konsensus sangat jarang terjadi. Hal ini karena pihak lessor hanya sekali 
berprestasi, yaitu menyerahkan dana kepada supplier untuk pembelian barang 
modal bagi kebutuhan lessee. Sekali dana dicairkan maka secara substansial 
tugas lessor selesai, pihak supplier yang memiliki kewajiban menyerahkan 
barang kepada kepada lessee dan selanjutnya pihak lessee berkewajiban 
mengembalikan uang cicilan kepada lessor oleh karena itu sangat sulit bagi 
lessor untuk setuju jika pihak lessee ingin memutusan kontrak atau perjanjian di 
tengah jalan. Pada dasarnya hal-hal tersebut diuraikan secara rinci dalam 
perjanjian di antara mereka termasuk kemungkinan apabila pihak lessee ingin 
memutus perjanjian ditengah jalan, biasanya lessee akan dikenai bunga dan 
biaya-biaya lainnya. Dalam praktik mempercepat waktu kontrak dari semula 
yang berjangka lebih lama dapat saja dilakukan bahkan hal tersebut biasanya 
secara tegas dinyatakan dalam perjanjian. 
2. Putusnya perjanjian leasing karena wanprestasi 
Wanprestasi merupakan salah satu sebab putusnya perjanjian di antara 
para pihak. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan wanprestasi adalah salah 
satu pihak tidak melaksanakan prestasinya sesuai yang tertera dalam perjanjian. 
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Pasal 1239 KUHPerdata menentukan bahwa dalam hal suatu pihak melakukan 
wanprestasi maka pihak lainnya dapat menuntut diberikan ganti rugi berupa 
biaya, rugi, dan bunga. Dalam perjanjian leasing berbagai kemungkinan 
wanprestasi dapat terjadi antara lain sebagai berikut: 
a. Wanprestasi yang didiamkan adalah jika prestasi yang tidak dilaksanakan 
tersebut tidak substansial, misalnya hanya prestasi kecil, yang menurut 
doktrin substansial performance, perjanjian belum dapat diputuskan oleh 
pihak lain walaupun tidak menutup kemungkinan untuk meminta ganti rugi 
b. Wanprestasi sebagai pemutus kontrak adalah karena pihak lain telah 
melakukan wanprestasi terhadap satu atau lebih klausula dalam perjanjian 
leasing tidak peduli apa prestasi yang tidak dipenuhi tersebut substansial atau 
tidak, dalam kontrak leasing banyak klausula yang berisi hak dan kewajiban 
para pihak. Apabila dilanggar terutama oleh lessee kotrak dianggap putus, 
pasal 1266 KUHPerdata yang menyatakan “syarat batal dianggap selalu 
dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal baik, manakala 
salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian, 
persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan 
kepada hakim. Permintaan ini juga permintaan ini juga harus dilakukan 
meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan 
didalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim 
dengan melihat keadaan di atas permintaan tergugat, leluasa memberikan 
jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh 
lebih dari satu bulan. 
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c. Wanprestasi karena barangnya cacat, terhadap cacat/rusaknya barang leasing 
sangat tergantung pada kondisi cacatnya/rusaknya barang tersebut, Misalnya 
sebagai berikut: 
1. Cacat tersembunyi, dalam jual beli sebagaimana disebut dalam pasal 1491 
KUHPerdata bahwa yang bertanggung jawab terhadap cacatnya barang 
yang tersembunyi adalah pihak penjual. Hanya dalam kasus leasing 
masalahnya berbeda dengan jual beli sebab dalam transaksi leasing pihak 
lessor bukanlah penjual barang melainkan pihak yang menyediakan dana. 
Pihak yang menjual barang adalah supplier. Oleh karena itu, yang 
bertanggung jawab secara hukum terhadap adanya cacat tersembunyi pada 
barang yang dijual tersebut adalah pihaksupplier. Dalam praktik pihak 
supplier ikut menjadi para pihak dalam perjanjian leasing, dan ikut 
menandatangani kontrak leasingnya. Jika supplier tidak menjadi pihak 
dalam perjanjian, lessee hanya punya hubungan hukum dengan pihak 
lessor, artinya gugatan hanya dapat dilayangkan kepada lessor dan 
kemudian pihak lessor dapat menggugat pihak supplier karena lessor 
memiliki hubungan hukum dengan pihak supplier, dalam praktik juga 
banyak ditemukan (terutama leasing kendaraan bermotor), pihak lessee 
yang memilih barang dan mendatangi pihak supplier barang, pihak lessor 
yang menyediakan dana. Jika terdapat cacat yang tersembunyi, pihak 
lessee dapat langsung menyatakan keberatan/menggugat pihak supplier. 
2. Cacat tidak tersembunyi. Jika barang leasing tersebut mengandung cacat 
tetapi tidak tersembunyi berarti pelaksanaan kontrak tidak sesuai dengan 
yang tertulis dalam kontrak. Ini sudah berarti wanprestasi jika terdapat 
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cacat tidak tersembunyi dan barang disediakan oleh supplier yang dipilih 
sendiri oleh lessee, lessee mengajukan keberatan kepada supplier bukan 
kepada lessor. Penyelesaiannya sama seperti uraian diatas 
3. Barang rusak karena kesalahan lessee. Begitu krusialnya kedudukan 
barang leasing baik bagi lessee maupun bagi lessor maka biasanya dalam 
kontrak leasing ditentukan bahwa jika barang leasing rusak karena 
kesalahanlessee, biasanya kontrak langsung dianggap putus, dengan 
berbagai konsekuensinya, antara lain lessee harus mengembalikan semua 
dana yang telah dikeluarkan oleh lessor plus bunga dan biaya-biaya 
lainnya. 
4. Barang rusak bukan karena kesalahan lessee. Jika barang leasing rusak 
bukan karena kesalahan lessee, rusaknya barang leasing yang bukan 
karena kesalahan lesseemausuk ke dalam kategori force majeure.82 
Menurut Marilang, Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila salah 
satu pihak melakukan wanprestasi adalah menyelesaikan permasalahan tersebut 
secara damai (non litigasi) atau melalui pengadilan (litigasi), penyelamatan 
adalah suatu langkah penyelesaian melalui perundingan kembali antara pihak 
lessor dan lesse dengan memperhatikan syarat-syarat yang sudah ditentukan.83 
Menurut Musyfika Ilyas, Dalam hukum islam jalur non litigasi disebut 
musyawarah, yang terdiri dari berbagai bentuk di antaranya mediasi, konsultasi, 
negoisasi, konsiliasi dan penilaian ahli,Adapun manfaat dari Nonlitigasi ini 
                                                             
82Marhaeni Ria Siombo, Lembaga Pembiayaan Dalam Persfektif Hukum (Cet. 1;Jakarta: 
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019),  h. 43-46 
83Putra, M. A. A., Marilang, M., &Sinilele, A. (2019). UPAYA HUKUM PT. BANK 
NEGARA INDONESIA Tbk. DALAM MENYELESAIKAN WANPRESTASI NASABAH 
KARTU KREDIT. Alauddin Law Development Journal, 1(1). 
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adalah sistem penyelesaiaannya bersifat informal, sederhana,  fleksibel, dan 
menggunakan biaya ringan.84 
Bisnis perusahaan pembiayaan dikategorikan sebagai bisnis yang 
mengandung risiko. Risiko ini kemudian dibebankan pada bunga yang lebih 
tinggi dari bunga pinjaman pada bank, artinya jika lessee melakukan wanprestasi 
yaitu tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran secara cicilan 
sebagaimana yang disepakati, eksekusi barang menjadi repot karena barang 
modal berada dalam penguasaan lessee. Artinya jika tidak beritikad baik atau 
tidak kooperatif untuk melakukan kewajibannya, eksekusi harus melalui 
prosedur hukum, yaitu harus melalui pengadilan yang membutuhkan waktu dan 
biaya. Lamanya waktu dan berbelitnya proses pengadilan akan sangat 
merepotkan, baik bagi lessor maupun lessee.85 
Berdasarkan penjelasan di atas, perjanjian leasing lahir sebagai akibat 
dari buku III KUPerdata menganut sistem terbuka, pada pasal 1338 ayat 1 
hukum perjanjian memberi kebebasan yang seluas-luasnya kepada para pihak 
untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja asalkan tidak bertentangan 
dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan. Jadi, dasar hukum 
substansi dari leasing adalah pasal 1338 ayat 1. Adapun mengenai perjanjian 
lainnya biasanya perjanjian leasing ini berbentuk format baku yang telah dibuat 
oleh pihak perusahaan leasing, nah apabila salah satu pihak tidak memenuhi 
prestasinya maka pihak lessor maupun lesse tetap menempuh jalur hukum yang 
                                                             
84Ilyas, M. (2018). Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian 
Sengketa Ekonomi Syariah. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 5(2), 227-
236. 
85 Yusnedi Achmad, Aspek Hukum dalam Ekonomi (Cet. 1; Yogyakarta: CV Budi 
Utama, 2015), h. 206 
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telah diatur oleh KUHPerdata atau menyelesaikannya secara musyawarah, ini 
tergantung dari pihak lessor dan lesse mau menempuh jalur yang mana. 
B. Transaksi Sewa Guna Usaha (leasing) dalam Perspektif  Hukum Islam 
Leasing syariah dalam praktiknya menggunakan akad ijarah muntahiya 
bittamlik hampir sama dengan finance lease dalam leasing konvensional yang 
merupakan kontrak kepada lessee yang disertai hak opsi. Akad ijarah muntahiya 
bitammlik ini penggabungan akad antara sewa-menyewa dengan jual beli dan 
sewa-menyewa dengan hibah. 
Akad ijarah muntahiya bittamlik memiliki konsep kepemilikan yang 
biasa disebut dengan multi akad dimana terdapat dua akad dalam satu transaksi. 
Ulama berbeda pendapat mengenai multi akad ini sebagian membolehkan dan 
sebagian melarang. Sedangkan DSN-MUI membolehkan dengan syarat agar 
pelaksanaan multi akad tersebut memperhatikan standar yang ditentukan agar 
tidak mengandung ketidakjelasaan (maysir), ketidakpastian (gharar) dan riba. 
Dengan kata lain, DSN-MUI membolehkan multi akad selama terhindar dari riba, 
maysir dan gharar. 
Terkait penerapan prinsip hukum Islam dalam perusahaan leasing yang 
berlebel syariah, kunci utama dalam bisnis dan pembiayaan berlabel syariah 
adalah terciptanya hubungan bisnis yang penuh dengan kompromi serta 
mengandung unsur maslahah didalamnya. Syariah tidak terletak pada istilah 
musyarakah ataupun mudharabah saja yang dalam praktiknya justru terkadang 
bertentangan dengan nilai islam itu sendiri. Ini terbukti pada transaksi para pihak 
dalam bisnis dan pembiayaan berlabel syarah ujung-ujungnya adalah bicara 
margin dan untung rugi diawal akad. Inilah salah satu hal yang kurang tepat 
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dalam transaksi yang berlabelkan syariah. Semangat kejujuran perlu diutamakan 
ketimbang langsung bicara untung rugi karena hal demikian menunjukkan tidak 
ada bedanya dengan system dan pembiayaan konvensional.86 
Beberapa perusahaan leasing syariah masih satu atap dengan perusahaan 
leasing konvensional sehingga visi misinya masih berorientasi pada keuntungan 
semata. Karena sekarang perusahaan berdasarkan prinsip syariah menjadi tren 
sehingga perusahaan-perusahaan konvesional ikut membuka pembiayaan dengan 
prinsip hukum Islam yang pada penerapannya ternyata tidak sesuai dengan 
prinsip hukum Islam. 
Contoh perjanjian leasing  
PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (LEASING) MOBIL PICK UP 
(LEASE BACK) 
Pada hari ini Rabu, tanggal 6 Februari 2019, yang bertanda tangan dibawah ini : 
ditandatangani perjanjian sewa guna usaha (leasing) antara : 
Nama : Ny. Adella Mayasari S.E 
No. KTP : 00013050017 
Umur : 35 tahun 
Status : Kawin 
Pekerjaan : Direktur Pelaksana PT. Mantap Leasing Cabang Yogyakarta 
Alamat : Jl. Jendral Sudirman No 13 Kota Yogyakarta 
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 
7 Anggaran dasar PT. Mantap Leasing Cabang Yogyakarta yang telah 
diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 14 Januari 2019 No. 342, oleh 
karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. Mantap Leasing Cabang 
Yogyakarta yang berkedudukan di Kota Yogyakarta, dan selanjutnya disebut 
sebagai Pihak Pertama (Lessor) 
                                                             
86  Muhammad Shohibul Itman, Aktualisasi Bisnis dan Pembiayaan Berlabel Syariah, 
EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah 7, No.1 (2019): hal.162 
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Dan 
1. Nama : Ahmad Faris Azizi, S. T. 
No. KTP : 0013020017 
Umur     : 32 tahun 
Status    : Kawin 
Pekerjaan : Wiraswasta 
Alamat : Jl. Condong Catur, No. 13 Kota Yogyakarta 
2. Nama : Ny.Sri Darni, S. E. 
No. KTP : 0024046012 
Umur : 40 tahun 
Status : Kawin 
Pekerjaan : Wiraswasta 
Alamat : Jl. Malioboro Km. 14 Cangkringan Kabupaten Sleman 
3. Nama : Tuan Hamis Daud, S. E. 
No. KTP : 0035264528 
Umur : 28 tahun 
Status : Kawin 
Pekerjaan : Wiraswasta 
Alamat : Jl. Kaliurang Km. 112 Kabupaten Sleman 
4. Nama : Ny.Elian Sabriana, S. E. 
No. KTP : 00245667374 
Umur : 29 tahun 
Status : Kawin 
Pekerjaan : Wiraswasta 
Alamat : Jl. Brigadir Jenderal Ahmad Yani No. 31 Kota Yogyakarta 
Dalam hal ini masing masing personal memiliki kedudukan dan hak yang sama 
serta secara bersama-sama pula bertindak untuk dan atas nama Persekutuan 
Perdata (Maatschap) Tahu Bulat Good Taste yang berkedudukan di Jl. Gedong 
Kuning No 125 Kota Yogyakarta, dan selanjutnya disebut Pihak Kedua (Lessee) 
Para pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa : 
1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua menjamin, masing-masing pihak 
memiliki wewenang dan kecakapan hukum untuk berbuat dan terikat 
sebagaimana diatur dalam perjanjian guna usaha (leasing) ini; 
2. Bahwa Pihak Pertama adalah pemilik sah dari 1 (satu) unit Mobil Pick Up 
yang telah dimodifikasi sedemikian rupa menjadi Mobil Tahu Bulat Good Taste 
Berjalan dengan kepemilikan yang telah dinomor polisi AB 1305 AF. Dimana 
97 
 
 
 
Pihak Pertama memperolehnya dengan cara peralihan hak milik yaitu jual beli; 
3. Bahwa sebelumnya telah ditandatangani perjanjian jual beli yang merupakan 
perjanjian pendahuluan dari perjanjian ini antara Pihak Pertama dengan Pihak 
Kedua; 
4. Bahwa PT. Mantap Leasing adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang 
pembiayaan barang modal yaitu berupa mobil pick up; 
5. Bahwa Tahu Bulat Good Taste adalah persekutuan perdata (Maatschap) yang 
bergerak dalam bidang penjualan makanan; 
6. Bahwa Pihak Pertama bermaksud menyewakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up 
yang telah dimodifikasi sedemikian rupa menjadi Mobil Tahu Bulat Good Taste 
Berjalan kepada Pihak Kedua; 
7. Bahwa Pihak Kedua hendak menyewa (meleasing) 1 (satu) unit mobil 
tersebut; 
8. Bahwa Pihak Kedua hendak menggunakan mobil tersebut untuk menjalankan 
usaha tersebut; 
9. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat melakukan sewa guna 
usaha, dengan kedudukan Pihak Pertama sebagai Lessor dari mobil pick up 
tersebut dan Pihak Kedua sebagai Lessee dari mobil pick up tersebut; 
10. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk menuangkan 
kesepakatan sewa guna usaha mobil pick up tersebut ke dalam sebuah akta 
perjanjian sewa guna usaha (leasing). 
11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk 
mengadakan perjanjian sewa guna usaha (leasing) dengan syarat dan ketentuan 
sebagai berikut: 
Pasal 1 
Ketentuan Umum 
Dalam perjanjian ini, yang dimaksud dengan : 
1. Sewa Guna Usaha (leasing) adalah kegaiatan pembiayaan dalam bentuk 
penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi 
(financial lease) untuk digunakan oleh Lesse selama jangka waktu tertentu 
berdasarkan pembayaran secara berkala; 
2. Lessor adalah Pihak Pertama yakni perusahaan yang bergerak dalam bidang 
pembiayaan barang modal berupa mobil yang mana dalam perjanjian ini 
diwakili oleh Adella Mayasari, S.E.; 
3. Lessee adalah Pihak Kedua yakni persekutuan perdata (maatschap) yang 
bergerak dalam bidang penjualan makanan yang mana dalam perjanjian ini 
dijalankan secara bersama-sama oleh Ahmad Faris Azizi, S. T., Ny.Sri Darni, S. 
E., Tuan Hamis Daud, S. E., 
Ny.Elian Sabriana, S. E.; 
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4. Mobil Pick Up adalah mobil yang telah dimodfikasi sedemikian rupa menjadi 
Mobil Tahu Bulat Good Taste Berjalan yang merupakan barang modal yang 
menjadi obyek dalam perjanjian sewa guna usaha ini; 
5. Harga Sewa Guna Usaha jumlah uang yang harus di bayar secara berkala oleh 
Lessee kepada Lessor selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagai imbalan 
penggunaan mobil tersebut berdasarkan perjanjian ini; 
6. Transfer Bank adalah cara pembayaran dengan memindahkan dana dari 
rekening Bank yang satu ke rekenng Bank lainnya atau berupa penyetoran dana 
ke dalam rekening Bank yang dituju dan telah disepakati; 
7. Slip Transfer adalah bukti pembayaran setelah dilakukan pembayaran melalui 
transfer bank yang dilakukan oleh Lessee pada Bank yang dituju dan telah 
disepakati oleh kedua belah pihak; 
8. Jaminan Tunai adalah jaminan dalam sejumlah uang yang ditempatkan oleh 
Lessee pada Lessor sebagai jaminan bagi ketaatan dan pelaksanaan ketentuan-
ketentuan dalam perjanjian ini; 
9. Hari adalah hari sesuai dengan kalender masehi; 
10. Hak Opsi adalah hak Lessee untuk membeli barang modal berupa Mobil 
Pick Up yang telah dimodifikasi sedemikian rupa menjadi Mobil Tahu Bulat 
Good Taste Berjalan atau hak untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian 
sewa guna usaha; 
11. Umur Ekonomis adalah umur dari barang modal tersebut yang dihitung dari 
tahun pembuatan sampai barang tersebut masih bisa digunakan dan masih bisa 
menghasilkan secara ekonomis, dimana umur ekonomis dari obyek perjanjian ini 
adalah 25 (dua puluh lima) tahun; 
12. Umur Mekanis adalah umur dari barang modal tersebut masih bisa 
digunakan; 
13. Nilai Sisa Buku adalah nilai barang modal pada akhir masa sewa guna usaha 
dengan melihat dari sisa umur ekonomis barang tersebut dan dari harga awal 
penjualan barang tersebut. 
Pasal 2 
Obyek Sewa Guna Usaha 
Obyek sewa guna usaha dalam perjanjian ini adalah berupa barang modal berupa 
Mobil Pick Up yang telah dimodifikasi sedemikian rupa menjadi Mobil Tahu 
Bulat Good Taste Berjalan dengan kriteria sebagai berikut : 
Nomor Polisi : AB 1305 AF 
Nomor Rangka : MH17BD145D25Y25AE5F 
Nomor Mesin : HJ1302458792 
Nomor BPKB : 256489/AM/2015 
Nomor STNK : 450236/PK/256415/YK/2016 
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Tahun Pembuatan/Perakitan : tahun 2015 
Volume Mesin : 2000 CC 
Bahan Bakar : Solar 
Merk : Mitsubishi L300 
Jenis/ Model : Pick Up 
 
Warna : Hitam 
Pasal 3 
Jangka Waktu 
Perjanjian sewa guna usaha ini dimulai terhitung sejak tanggal Enam Februari 
Dua Ribu Sembilan Belas sampai dengan tanggal Enam februari Dua Ribu Dua 
Puluh Sembilan (6 Februari 2019 sampai 6 Februari 2029) sehingga masa sewa 
guna usaha berlaku selama 10 (sepuluh) tahun. 
Pasal 4 
Harga Sewa Guna Usaha 
Harga Sewa Guna Usaha yang telah disepakati oleh Para Pihak adalah sebagai 
berikut : 
1. Harga Sewa Guna Usaha mobil Pick Up tersebut adalah sebesar Rp. 
1.500.000,- per bulan; 
2. Harga Sewa Guna Usaha tersebut belum termasuk biaya penyelenggaraan 
asuransi dan biaya pajak atas kendaraan yang harus dibayarkan oleh Lessee; 
3. Denda atas keterlambatan pembayaran harga sewa guna usaha tiap bulannya 
adalah sebesar 15 % dari harga sewa guna usaha yang harus dibayarkan pada 
bulan tersebut oleh Lessee kepada Lessor. 
Pasal 5 
Cara Pembayaran 
1. Para Pihak telah sepakat bahwa pembayaran dalam perjanjian ini dilakukan 
secara berkala tiap bulannya dengan cara transfer ke Bank BRI Cabang Bantul 
Yogyakarta dengan nomor rekening 2324-13-0517-123456 atas nama Adella 
Mayasari, S.E.; 
2. Pembayaran harga sewa guna usaha dilakukan tiap bulan dan dilakukan paling 
lambat tanggal 10 dari setiap bulan pembayarannya dan jika dilakukan melebihi 
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tanggal tersebut akan dikenakan denda sebagaimana yang telah diatur dalam 
pasal 4 ayat (3) perjanjian ini. 
Pasal 6 
Penyerahan 
1. Lessor menyerahkan Mobil Pick Up yang telah dimodifikasi sedemikian rupa 
menjadi Mobil Tahu Bulat Good Taste Berjalan kepada Lessee dalam keadaan 
baik; 
2. Penyerahan Mobil Pick Up yang telah dimodifikasi sedemikian rupa menjadi 
Mobil Tahu Bulat Good Taste Berjalan dari Lessor kepada Lessee dilakukan 
secara nyata di tempat Lessor setelah ditandatangani perjanjian ini dan setelah 
melakukan pembayaran untuk bulan pertama dengan cara transfer bank oleh 
Lessee kepada Lessor; 
3. Pada saat berakhirnya perjanjian ini, Lessee harus menyerahkan kembali 
Mobil Pick Up yang telah dimodifikasi sedemikian rupa menjadi Mobil Tahu 
Bulat Good Taste Berjalan tersebut dalam keadaan baik kepada Lessor, kecuali 
jika Lessor menggunakan hak opsi di akhir perjanjian ini. 
Pasal 7 
Hak Dan Kewajiban Para Pihak 
1. Lessor menjamin Lessee bahwa selama perjanjian sewa guna usaha ini 
berlaku, Lessee tidak akan mendapat suatu tuntutan dan/ atau gugatan dari pihak 
lain yang menyatakan mempunyai hak atas Mobil Pick Up yang telah 
dimodifikasi sedemikian rupa menjadi Mobil Tahu Bulat Good Taste Berjalan 
tersebut dan oleh karena itu Lessee dengan ini di bebaskan oleh Lessor 
mengenai hal-hal tersebut; 
2. Selama masa sewa guna usaha, Lessee wajib untuk membayar pajak atas 
kendaaraan dan wajib untuk mengasuransikan Mobil Pick Up yang telah 
dimodifikasi sedemikian rupa menjadi Mobil Tahu Bulat Good Taste Berjalan 
tersebut dan menanggung seluruh biaya yang timbul dari asuransi tersebut; 
 
3. Selama masa sewa guna usaha, Lessee wajib merawat, memelihara, dan 
menjaga Mobil Pick Up yang telah dimodifikasi sedemikian rupa menjadi Mobil 
Tahu Bulat Good Taste Berjalan yang disewa itu dengan sebaik-baiknya dengan 
biaya yang ditanggung oleh Lessee sendiri; 
4. Jika terjadi kerusakan-kerusakan kecil, atau kerusakan sebagai akibat 
perbuatan Lessee atau orang yang berada di bawah pengawasannya, maka semua 
biaya perbaikan dibebankan dan menjadi tanggung jawab Lessee sendiri; 
5. Selama masa sewa guna usaha, Lessee tidak boleh mengubah, menambah, 
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mengurangi bentuk yang sudah ada dari Mobil Pick Up yang telah dimodifikasi 
sedemikian rupa menjadi Mobil Tahu Bulat Good Taste Berjalan tersebut tanpa 
seizin Lessor; 
6. Jika terjadi kerugian akibat kelalaian untuk memenuhi kewajiban dalam ayat 
(4), Lessee bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut. 
Pasal 8 
Jaminan Tunai 
1. Lessee diwajibkan untuk menempatkan jaminan tunai sebesar Rp. 8.000.000,- 
(delapan juta rupiah) pada Lessor dalam tiap 3 (tiga) bulan selama dalam jangka 
waktu sewa guna usaha ini; 
2. Jaminan Tunai dimaksud merupakan jaminan bagi ketaatan dan pelaksanaan 
ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini oleh Lessee, sehingga Lessor dengan 
ini dikuasakan oleh Lessee secara mutlak untuk mempergunakan jaminan tunai 
dimaksud guna keperluan dan kekurangan-kekurangan pembayaran yang sudah 
merupakan kewajiban Lessee menurut perjanjian ini; 
3. Jaminan tunai dimaksud dalam tiap 3 (tiga) bulan selama dalam jangka waktu 
perjanjian ini harus senantiasa berjumlah Rp. Rp. 8.000.000,- (delapan juta 
rupiah), dan bilamana kemudian hari ternyata kurang dari jumlah tersebut, maka 
Lessee berkewajiban untuk memenuhi kekurangannya segera setelah ada 
permintaan pertama Lessor; 
4. Dalam waktu 3 tiga bulan jaminan itu tidak digunakan untuk menutupi 
keperluan dan kekurangan pembayaran dari Lesse maka jaminan tunai tersebut 
akan dikembalikan oleh Lessor kepada Lessee tanpa bunga. 
Pasal 9 
Asuransi 
1. Selama masa sewa guna usaha, Lessee wajib untuk mengasuransikan Mobil 
Pick Up yang telah dimodifikasi sedemikian rupa menjadi Mobil Tahu Bulat 
Good Taste Berjalan tersebut dengan syarat yang memuaskan Lessor dengan 
biaya dibebankan pada Lessee sendiri; 
2. Biaya asuransi yang dibebankan pada Lessee terdiri dari biaya pendaftaran 
asuransi, biaya premi dan biaya lain-lain yang harus dibayarkan dalam 
pelaksanaan asuransi atas Mobil Pick Up yang telah dimodifikasi sedemikian 
rupa menjadi Mobil Tahu Bulat Good Taste Berjalan tersebut; 
3. Dalam pelaksanaan pengasuransian atas Mobil Pick Up yang telah 
dimodifikasi sedemikian rupa menjadi Mobil Tahu Bulat Good Taste Berjalan 
tersebut, polis dalam asuransi ini harus memuat klausula yang menyebutkan 
bahwa Lessor adalah sebagai penerima uang asuransi; 
4. Dalam pelaksanaan pengasuransian atas Mobil Pick Up yang telah 
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dimodifikasi sedemikian rupa menjadi Mobil Tahu Bulat Good Taste Berjalan 
tersebut, polis asuransi, kuitansi pembayaran premi, dan perjanjian-perjanjian 
serta bukti lain mengenai asuransi ini dikuasai oleh Lessor. 
Pasal 10 
Risiko 
1. Selama masa sewa guna usaha, dengan mendasarkan pada pasal 7 ayat (3), 
(4), dan (6) maka segala risiko atas Mobil Pick Up yang telah dimodifikasi 
sedemikian rupa menjadi Mobil Tahu Bulat Good Taste Berjalan tersebut berada 
pada Lessee; 
2. Lessor tidak bertanggung jawab atas kerugian berupa apa pun, baik langsung 
maupun tidak langsung atau bertanggung jawab atas biaya dan reparasi yang 
timbul dari Mobil Pick Up yang telah dimodifikasi sedemikian rupa menjadi 
Mobil Tahu Bulat Good Taste Berjalan tersebut; 
3. Apabila terjadi kerusakan yang tidak dapat diperbaiki karena sudah 
sedemikian rusaknya atas Mobil Pick Up yang telah dimodifikasi sedemikian 
rupa menjadi Mobil Tahu Bulat Good Taste Berjalan tersebut, yang dilakukan 
oleh Lessee maka Lessee wajib untuk mengganti harga mobil tersebut pada 
Lessor sebesar nilai sisa buku yang tersisa dari umur ekonomis mobil tersebut. 
Pasal 11 
Overmacht 
1. Tidak terpenuhinya atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban atau 
prestasi yang ditentukan dalam perjanjian ini karena keadaan di luar kemampuan 
para pihak seperti bencana alam banjir, gempa bumi, kebakaran, huru-hara, 
pencurian, perampokan dan lain-lain kedaan sejenis yang berada di luar 
kemampuan manusia, bukan merupakan kesalahan dari pihak yang 
mengalaminya; 
2. Bagi pihak yang mengalami keadaan tersebut maka wajib memberitahukan 
kepada pihak lainnya dalam waktu 1 x 24 jam; 
3. Kerugian yang ditimbulkan dari keadaan tersebut ditanggung oleh para pihak. 
Pasal 12 
Hak Opsi 
1. Hak Opsi adalah hak Lessee untuk membeli barang modal berupa Mobil Pick 
Up yang telah dimodifikasi sedemikian rupa menjadi Mobil Tahu Bulat Good 
Taste Berjalan atau hak untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa 
guna usaha; 
2. Pada akhir perjanjian ini terhitung pada saat 1 (satu) bulan sebelum perjanjian 
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ini berakhir ada jangka waktu sampai pembayaran sewa guna usaha terakhir 
yang digunakan oleh Leseee untuk menggunakan hak opsi yang dimilikinya; 
3. Setelah Lessee memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan penghitungan 
sisa nilai buku dari 25 (dua puluh lima) tahun umur ekonomis mobil tersebut dan 
dari harga awal penjualannya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), 
maka Lessee dapat membeli Mobil tersebut pada saat pembayaran sewa guna 
usaha terakhir, sebesar Rp. 57.900.000,- (lima puluh tujuh juta sembilan ratus 
ribu rupiah) dengan mendasarkan bahwa pengurangan nilai ekonomis tiap 
tahunnya dari mobil tersebut adalah Rp. 5.260.000,- (lima juta dua ratus enam 
puluh ribu rupiah) dan melihat dari umur ekonomis selama 1 (satu) tahun yang 
telah digunakan, masa sewa guna usaha yang telah terjadi selama 10 (sepuluh) 
tahun dan dari sisa umur ekonomis menjadi 13 tahun; 
 
4. Apabila Lessee menggunakan hak opsi dengan memebeli mobil tersebut, 
maka akan diikuti balik nama atas mobil tersebut yang dibebankan pada Lessee; 
5. Selain membeli mobil tersebut Lessee dengan hak opsi juga dapat 
memperpanjang sewa guna usaha ini dengan mempertimbangkan sisa umur 
ekonomis yang masih 13 tahun, dan perpanjangan sewa guna usaha ini akan 
diatur mendasarkan pada kesepakatan para pihak dan diatur secara tertulis. 
Pasal 13 
Pengakhiran Perjanjian 
1. Perjanjian ini berakhir demi hukum dengan berakhirnya masa sewa 
sebagaimana diatur dalam pasal 3 perjanjian ini kecuali jika hak opsi yang ada 
pada Lessee digunakan untuk memperpanjang perjanjian ini; 
2. Perjanjian ini dapat berakhir berdasarkan kesepakatan para pihak untuk 
memutuskan perjanjian ini walaupun kewajiban dari para pihak masing-masing 
belum dilaksanakan sepenuhnya; 
3. Perjanjian ini tidak dapat dihentikan sepihak oleh salah satu pihak tanpa ada 
kesepakatan antara para pihak dalam perjanjian ini. Dalam hal terjadi pemutusan 
perjanjian sepihak oleh salah satu pihak dalam perjanjian ini maka pihak yang 
memutuskan secara sepihak tersebut harus membayar ganti rugi sebesar 5 (lima) 
kali dari jumlah transaksi dalam perjanjian ini pada pihak lain yang mengalami 
kerugian atas pemutusan perjanjian sepihak tersebut. 
Pasal 14 
Penyeleseian Sengketa 
Apabila terjadi sengketa antara Lessor dan Lessee yang berkaitan dengan isi 
perjanjian ini, maupun pelaksanaan dari perjanjian ini maka Para Pihak berusaha 
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terlebih dahulu semaksimal mungkin untuk menyelesaikan sengketa dengan 
jalur musyawarah secara kekeluargaan. Namun, apabila dalam musyawarah 
secara kekeluargaan tersebut tidak dapat mencapai kata mufakat, maka 
penyelesaian sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui jalur Litigasi di 
Pengadilan Negeri Yogyakarta. 
Pasal 15 
Ketentuan Lain-Lain 
1. Apabila salah satu atau sebagian klausula dalam perjanjian ini adalah tidak 
sah dan/atau tidak mampu dilaksanakan karena alasan-alasan tertentu, maka Para 
Pihak sepakat bahwa klausula klausula (kata-kata) yang tidak sah dan/atau tidak 
mampu dilaksanakan itu adalah terpisah dari klausula lainnya yang sah. 
Sehingga Perjanjian ini tetap dapat dilaksanakan; 
2. Segala ketentuan yang belum diatur dan/ atau belum cukup diatur dalam 
perjanjian ini akan diatur selanjutnya dalam suatu penambahan lembaran 
halaman kontrak (addendum) yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan 
satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini serta akan 
diputuskan secara bersama; 
3. Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya, Para Pihak memilih kedudukan 
yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta. 
Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan 
tahun yang telah disebutkan di awal akta sebagai bukti yang sah, dibuat rangkap 
2 (dua) masing-masing dibubuhi materai dan masing-masing mempunyai 
kekuatan hukum yang sama. Dan berlaku sejak perjanjian ini ditandatangani 
oleh para pihak dan saksi-saksi. 
 
 
Yogyakarta, 6 Februari 2019 
  
Pihak Pertama                                                                  Pihak Kedua 
Materai 6000 
Adella Mayasari, S. E.,                                                    Ahmad Faris Azizi, S. T. 
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Saksi-saksi 
  
Ny.Sri Darni, S. E.            Tuan Hamis Daud, S. E.         Ny.Elian Sabriana, S. E. 
Contoh akad ijarah 
AKAD IJARAH MUTAHIYAH BITTAMLIK 
No. 018/IJH/PT.KJ/XII/2013 
ِحْيمِ  ْحَمِن الر   بِْسِم هللااِ الر 
  
”Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan 
antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah 
meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, 
agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat 
Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” 
(Q.S. Az-Zukhruf: 32) 
  
Dari Saad bin Abi Waqqash, bahwa Nabi Muhammad saw bersabda: “Kami 
pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya, maka 
Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar 
kami menyewakannya dengan emas atau perak.” 
(H.R. Abu Dawud) 
Dengan memohon petunjuk dan ridho Allah SWT, akad Ijarah Mutahiyah 
bittamlik ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, Senin kliwon, 25 
November 2013, bertempat di kantor PT. Shakim Motor kras kediri, oleh para 
pihak sebagai berikut : 
1. Nama                            : Doni Wicaksoeno, SE., MM. 
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Tempat, Tanggal Lahir      : Blitar,05 Januari 1985 
Jabatan                              : Direktur PT. Shakim Motor 
Alamat                               : Jl. Roewet Gg. Boentet No. 21 Blitar 
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Shakim Motor Kras Kediri 
yang berkantor dan berkedudukan di Jalan RM.Kartidjoe no.33 Kras Kediri, 
selanjutnya disebut sebagai Pihak ke-1. 
1. Nama                             : Vino Mangkunagara, MBA, HMU 
Tempat, Tanggal Lahir      : Blitar 19 maret 1989 
Pekerjaan                           : Pemilik UD. Ulam Sari 
Alamat                              : Jl. Galangan Gg. Moeslem No.09, Blitar 
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya 
disebut sebagai Pihak ke-2. 
Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 
1. Bahwa pihak ke-1 bersedia untuk bertanggung jawab atas kerusakan, 
penyusutan, dan pemeliharaan barang kecuali kerusakan, penyusutan, 
dan pemeliharaan barang tersebut akibat kelalaian pihak ke-2. Jika 
kerusakan, penyusutan, dan pemeliharaan barang tersebut akibat 
kelalaian dari pihak ke-2 maka pihak ke-2 bertanggung jawab atas 
kelalaiannya. 
2. Selanjutnya kedua belah pihak sepakat menuangkan Akad Perjanjian ini 
dalam Akad Ijarah Mutahiyah bittamlik (selanjutnya disebut “Akad” 
dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 
PASAL 1 
KETENTUAN UMUM 
Yang dimaksud dengan: 
1. Ijarah mutahiya bittamlik adalah gabungan Akad sewa-menyewa dan jual 
beli antara Pihak ke-1 dan Pihak ke-2. Pihak ke-2 menyewa barang dari 
pihak ke-1 dan ketika selesai penyewaanya maka barang akan dipindah 
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tangankan ke pihak-2 dan pihak ke-1 menyediakan barang yang 
diperlukan pihak ke-2. 
2. Barang adalah 2 unit mobil pick-up Grand Max  keluaran tahun 2013. 
3. Angsuran adalah jumlah pembayaran sewa mobil yang diberikan dari 
pihak ke-1 kepada pihak ke-2 setiap bulannya. 
4.  Jangka Waktu Akad adalah masa berlakunya Akad sesuai yang 
ditentukan dalam perjanjian yakni selama 2 tahun. 
5. Wanprestasi adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para 
pihak dan tidak sesuai dengan Akad yang telah disepakati. 
6. Keadaan Memaksa atau Force Majeure adalah keadaan dimana salah 
satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan 
prestasinya. 
7. Wanprestasi adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para 
pihak dan tidak sesuai dengan Akad yang telah disepakati bersama. 
8. Keadaan Memaksa (Force Majeur)  adalah keadaan dimana salah satu 
pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya 
tanpa dugaan sebelumnya. 
PASAL 2 
PEMBIAYAAN DAN TUJUAN PENGGUNAANNYA 
Ayat 1 
Pihak ke-1 berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan barang 
yang dipesan oleh Pihak ke-2 dan penyerahan barang tersebut dilakukan oleh 
pihak ke-1 langsung kepada Pihak ke-2 dengan cara pihak ke-2 mengambil 
sendiri barang tersebut melalui perwakilannya (karyawan) dengan 
sepengetahuan Pihak ke-1. 
Ayat 2 
Pihak ke-2 berjanji serta dengan ini mengikatkan diri untuk menyewa dan 
menerima barang serta membayar harganya kepada Pihak ke-1 dan karenanya 
telah berutang kepada Pihak ke-1 sejumlah sebagai berikut: 
–      Harga Sewa    (@ Rp 96.000.000,00 x 2 unit)            =   Rp 192.000.000,00 
–      Angsuran Tiap Bulan Rp 192.000.000,00 :24 bulan   =   Rp 8.000.000,00 
–      Angsuran Bulan Pertama                                             =   (Rp 8.000.000,00) 
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–      Jumlah Utang (Rp 192.000.000,00 – Rp 8.000.000,00) =  
Rp 184.000.000,00 
–      Terbilang (seratus delapan puluh empat juta rupiah) 
Ayat 3 
Barang yang disewakan tersebut akan digunakan untuk usaha pengiriman ikan 
hias UD.Ulam Sari yang dijalankan oleh Pihak ke-2. 
PASAL 3 
HAK DAN KEWAJIBAN 
Ayat 1 
Hak dan Kewajiban Pihak ke-1: 
1. Pihak ke-1 wajib memberitahu Pihak ke-2 tentang harga sewa barang 
tersebut. 
2. Pihak ke-1 wajib mengganti barang apabila terdapat cacat tersembunyi 
setelah barang diterima oleh Pihak ke-2 dan bukan karena kelalaian 
Pihak ke-2, kecuali jika Pihak ke-2 dapat menerima kekurangan tersebut 
dan tidak mempermasalahkannya. 
3. Pihak ke-1 wajib memberikan barang sewa tersebut bila sudah berakhir 
masa kontraknya. 
4. Pihak ke-1 berhak menerima pembayaran atas harga barang sampai batas 
waktu yang telah disepakati. 
5. Pihak ke-1 berhak menahan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor 
(BPKB) selama jangka waktu pembayaran sampai Pihak ke-2 dapat 
melunasi angsuran. 
  
Ayat 2 
Hak dan Kewajiban Pihak ke-2: 
1. Pihak ke-2 wajib melakukan pembayaran angsuran secara tertib kepada 
Pihak ke-1 selama jangka waktu yang telah disepakati bersama. 
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2. Pihak ke-2 wajib memberitahu Pihak ke-1 apabila terjadi hal-hal diluar 
pengetahuan Pihak ke-2 mengenai cacat tersembunyi dari barang yang 
diterima maksimal 3 (tiga) hari setelah barang diterima oleh Pihak ke-2. 
3. Pihak ke-2 berhak menerima barang dari Pihak ke-1 maksimal 1 (satu) 
minggu setelah akad ditandatangani. 
4. Pihak ke-2 berhak menerima barang tersebut pada masa akhir kontrak 
(berpindah kepemiikan) serta menerima Bukti Pemilikan Kendaraan 
Bermotor (BPKB). 
5. Pihak ke-2 berhak mendapatkan ganti rugi dari Pihak ke-1 apabila terjadi 
cacat tersembunyi pada barang yang diterima di luar kesalahan Pihak ke-
2. 
PASAL 4 
JANGKA WAKTU, CARA PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN 
Ayat 1 
Pihak ke-2 berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar kembali 
jumlah seluruh utang kepada Pihak ke-1 sebagaimana tersebut pada Pasal 
2  Akad ini dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak 
tanggal 1 Desember 2013 sampai tanggal 1 Desember 2015. 
Ayat 2 
Cara pembayaran dilakukan secara angsuran setiap tanggal 5-10 terhitung sejak 
tanggal akad ini ditandatangani sampai lunas pada saat jatuh tempo 24 (duapuluh 
empat) bulan 
Ayat 3 
Jumlah angsuran/sewa setiap bulannya sebesar jumlah utang dibagi dengan 
jangka waktu pembayaran yaitu Rp 192.000.000,00 dibagi 24 bulan atau sama 
dengan Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan. 
Ayat 4 
Dalam hal jatuh tempo, pembayaran angsuran pembiayaan bertepatan dengan 
bukan hari kerja Pihak ke-1, maka Pihak ke-2 berjanji dan dengan ini 
mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran pada hari pertama Pihak ke-1 
bekerja kembali. 
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Ayat 5 
Setiap pembayaran angsuran oleh Pihak ke-2 kepada Pihak ke-1 dilakukan di 
kantor Pihak ke-1 atau di tempat lain yang ditunjuk Pihak ke-1 secara tunai. 
Ayat 6 
Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening Pihak ke-2 di Pihak ke-1, 
maka dengan ini Pihak ke-2 memberi kuasa yang tidak dapat berakhir karena 
sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata kepada Pihak ke-1, untuk mendebet rekening Pihak ke-2 guna 
membayar/melunasi utang Pihak ke-2. 
PASAL 5 
JAMINAN 
Apabila Pihak ke-2 tidak melaksanakan kewajibannya kepada Pihak ke-1 sesuai 
dengan Perjanjian di atas maka Pihak ke-2 memberi kuasa kepada Pihak ke-1 
untuk memindahkan hak dalam bentuk apapun, baik di muka umum maupun di 
bawah tangan atas surat berharga yang dijaminkan berupa:  Sertifikat Tanah No: 
0105/MX/C/1993 Tahun: 1993 Luas: 205m2 Atas nama : Tuan Vino 
Mangkunagara, MBA, HMU. 
PASAL 6 
PEMBUKUAN 
Pembukuan pembiayaan dilakukan oleh Pihak ke-1 atas seluruh transaksi yang 
dilakukan Pihak ke-2 terkait pembayaran angsuran setiap bulan yang dinyatakan 
dalam Buku Angsuran Pembiayaan dan diberikan kepada Pihak ke-2 sebagai 
bukti pembayaran angsuran yang telah dibayar. 
  
PASAL 7 
WANPRESTASI DAN AKIBAT WANPRESTASI 
Pihak dapat dianggap melakukan wanprestasi, apabila karena kesalahannya: 
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1. Pihak ke-1 tidak memberitahu Pihak ke-2 tentang harga sewa 
sebenarnya. 
2. Pihak ke-1 tidak menyerahkan barang sesuai spesifikasi dari Pihak ke-2 
maksimal 1 (satu) minggu setelah akad ditandatangani maka Pihak ke-2 
boleh meminta ganti rugi berupa potongan biaya angsuran pertama 
sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus  ribu rupiah) atau Pihak ke-2 boleh 
meminta pembatalan akad. 
3. Pihak ke-1 tidak mengganti barang apabila terdapat cacat tersembunyi 
setelah barang diterima oleh Pihak ke-2 diluar kesalahan Pihak ke-2, 
maka Pihak ke-2 boleh menuntut ganti rugi sebesar biaya yang 
ditimbulkan oleh cacat barang tersebut, kecuali jika Pihak ke-2 dapat 
menerima kekurangan tersebut dan tidak mempermasalahkannya. 
4. Pihak ke-2 terlambat melakukan pembayaran kepada Pihak ke-1, maka 
Pihak ke-2 harus membayar denda pada Pihak ke-1 sebesar Rp 
25.000,00  (dua puluh lima ribu rupiah) untuk tiap-tiap hari 
keterlambatan, terhitung sejak kewajiban pembayaran tersebut jatuh 
tempo sampai dengan tanggal dilaksanakannya pembayaran kembali. 
5. Pihak ke-2 memberitahu Pihak ke-1 bahwa terjadi hal-hal diluar 
pengetahuan Pihak ke-2 mengenai cacat tersembunyi dari barang yang 
diterima lebih dari 3 (tiga) hari setelah barang diterima oleh Pihak ke-2 
maka Pihak ke-1 tidak wajib mengganti rugi sebesar biaya yang 
ditimbulkan oleh cacat barang tersebut. 
  
PASAL 8 
PENYELESAIAN SENGKETA 
Ayat 1 
Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-
bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad ini, maka 
Pihak ke-1 dan Pihak ke-2 akan berusaha untuk menyelesaikan secara 
musyawarah. 
Ayat 2 
Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui 
musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh 
Pihak ke-1 dan Pihak ke-2, maka dengan ini Pihak ke-1 dan Pihak ke-2 sepakat 
untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada Badan Arbitrase 
112 
 
 
 
Muamalat Indonesia (BAMUI) untuk memberikan putusannya, menurut tata cara 
dan prosedur berarbitrase yang ditetapkan oleh dan berlaku di badan tersebut. 
Keputusan tersebut bersifat sementara. 
Ayat 3 
Apabila usaha penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Muamalat 
Indonesia (BAMUI) tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua 
belah pihak, maka dengan ini kedua belah pihak membawa persengketaannya ke 
Pengadilan Negeri. 
PASAL 9 
KATENTUAN TAMBAHAN 
Segala sesuatu yang belum diatur dalam akad ini, akan diatur kemudian dalam 
surat-surat dan atau lampiran-lampiran yang akan dibuat dan menjadi bagian 
yang tidak terpisahkan dari akad ini. 
PASAL 10 
PENUTUP 
Akad Perjanjian ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-
masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama, 
ditandatangani oleh Pihak ke-1 dan Pihak ke-2 dengan suka rela (saling ridho) 
tanpa paksaan dari pihak manapun, serta disaksikan oleh: 
1.      Sony Mahendroe 
2.      David Soebagyo 
Kediri, 25 November 2013 
 
Pihak ke-1 
Doni Wicaksoeno, SE, M.M 
Pihak ke-2 
Vino Mangkunagara, MBA, HMU 
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Saksi 1 
Sony Mahendroe 
Saksi 2 
David Soebagyo 
Kedua kontrak di atas tidak memiliki perbedaan yang banyak kecuali 
pada keadaan darurat yang mungkin saja terjadi pada saat kontrak berjalan 
misalnya bencana alam, perampokan dan lain sebagainya. Hal ini disebutkan 
dalam kontrak leasing tetapi tidak disebutkan dalam kontrak ijarah muntahiya 
bittamlik, Akan tetapi kontak ijarah muntahiya bittamlik membuka kesempatan 
kepada pihak-pihak dalam perjanjian untuk mengatur segala sesuatu yang belum 
diatur dalam akad tersebut. 
Leasing dan ijarah pada dasarnya memiliki mekanisme yang sama 
apabila terjadi kemacetan yaitu pelelangan. Pengurusan leasing dan ijarah juga 
sama saja perbedaanya hanya terletak pada bunga dalam leasing sedangkan 
dalam ijarah adalah margin, perbedaannya yaitu: 
a. Persentase bunga dalam leasing dikaitan dengan uang yang dipinjam 
sedangkan dalam ijarah keuntungan berdasarkan kesepakatan antara pembeli 
dan penjual 
b. Bunga berkembang sesuai dengan lamanya waktu peminjaman sedangkan 
besarnya margin akan tetap 
c. Bunga dalam leasing berubah sesuai perembangan tingat bunga di pasar 
sedangkan margin tidak terpengaruh bunga di pasar. 
Transaksi leasing dalam perspektif hukum Islam memiliki hukum yang 
berbeda-beda tergantung dari kontrak baku yang dijalankan kedua belah pihak. 
Yang menjadi perdebatan dikalangan ulama adalah karena dalam leasing 
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terdapat konsep kepemilikan multi akad akan tetapi, DSN-MUI membolehkan 
multi akad dengan syarat terhindar dari riba, gharar dan maysir. Kunci utama 
dalam bisnis dan pembiayaan berlabel syariah adalah terciptanya hubungan 
bisnis yang penuh dengan kompromi serta mengandung unsur maslahah 
didalamnya. Syariah tidak terletak pada istilah musyarakah ataupun mudharabah 
saja yang dalam praktiknya justru terkadang bertentangan dengan nilai islam itu 
sendiri. Dalam penerapannya perusahaan leasing yang menerapkan prinsip-
prinsip hukum Islam sudah banyak tetapi beberapa perusahaan leasing yang 
berlabelkan syariah ternyata tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam karena 
masih sangat berorientasi pada keuntungan semata disamping itu pembukaan 
unit-unit syariah ini hanya untuk memenuhi pangsa pasar dimana sekarang 
masyarakat cenderung mencari perusahaan leasing yang berlabelkan syariah.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Setelah penulis melakukan pembahasan dan analisi terhadap penerapan 
prinsip-prinsip hukum Islam dalam transaksi leasing, maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 
1. Leasing dalam hukum perdata masuk ke dalam kategori perjanjian 
innominaat atau perjanjian tidak bernama, perjanjian innominaat ini 
merupakan perjanjanjian yang timbul dan berkembang di luar KUHPerdata 
sebagai akibat dari asas kebebasan berkontrak yang ada dalam pasal 1338 
ayat 1 KUHPerdata. Oleh karena itu, secara substansinya dasar hukum 
leasing adalah pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata. Mengenai syarat sah 
perjanjian leasing tetap mengacu pada yang telah diatur oleh KUHPerdata, 
dalam perjanjian leasing untuk mengefisienkan waktu biasanya telah ada 
kontrak baku yang dibuat oleh perusahaan dalam hal ini lessor. Akan 
tetapi, lesse tetap bebas menyatakan kehendaknya, menerima syarat-syarat 
tertulis yang diajukan oleh lessor atau menolaknya. Putusnya perjanjian 
leasing ada 3 yaitu karena konsensus, wanprestasi, dan force majeure. 
2. Transaksi leasing dalam perspektif hukum Islam memiliki hukum yang 
berbeda-beda tergantung dari kontrak baku yang dijalankan kedua belah 
pihak. Yang menjadi perdebatan dikalangan ulama adalah karena dalam 
leasing terdapat konsep kepemilikan multi akad akan tetapi, DSN-MUI 
membolehkan multi akad dengan syarat terhindar dari riba, gharar dan 
maysir. Kunci utama dalam bisnis dan pembiayaan berlabel syariah adalah 
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terciptanya hubungan bisnis yang penuh dengan kompromi serta 
mengandung unsur maslahah didalamnya. Syariah tidak terletak pada 
istilah musyarakah ataupun mudharabah saja yang dalam praktiknya justru 
terkadang bertentangan dengan nilai islam itu sendiri. Dalam 
penerapannya perusahaan leasing yang menerapkan prinsip-prinsip hukum 
Islam sudah banyak tetapi beberapa perusahaan leasing yang berlabelkan 
syariah ternyata tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam karena masih 
sangat berorientasi pada keuntungan semata disamping itu pembukaan 
unit-unit syariah ini hanya untuk memenuhi pangsa pasar dimana sekarang 
masyarakat cenderung mencari perusahaan leasing yang berlabelkan 
syariah.  
B. Implikasi Penelitian 
Implikasi penelitian yang diharapkan melalui penelitian yang dilakukan 
oleh penulis terhadap penerapan prinsip-prinsip hukum islam dalam transaksi 
leasing yakni sebagai berikut: 
1. Diperlukan adanya kontrak standar yang distandarisasi oleh pihak yang 
mengatur sehingga perjanjian leasing ini tidak lagi menimbulkan 
penafsiran-penafsiran yang berbeda mengenai dasar hukumnya. 
2. Kepada perusahaan-perusahaan leasing yang memiliki lebel syariah 
hendaknya konsisten untuk melakukan tanggung jawab terhadap 
penerapan prinsip-prinsip hukum Islam agar masyarakat dapat terhindar 
dari transaksi yang mengandung riba, gharar dan maysir.
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